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TENTANG

PEDOMAN PENGELOLAAN KINERJA ORGANISASI DI LINGKUNGAN
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DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI KELAUTAN DAN PERIKANAN REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang

Mengingat

—

bahwa penataan organisasi dan penyempurnaan proses
bisnis merupakan pilar penting dalam pelaksanaan
reformasi birokrasi di lingkungan Kementerian Kelautan
dan Perikanan;

bahwa untuk pelaksanaan reformasi birokrasi di
lingkungan Kementerian Kelautan dan Perikanan, perlu
menyusun pedoman pengelolaan kinerja organisasi di
lingkungan Kementerian Kelautan dan Perikanan;

bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana
dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan
Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan tentang
Pedoman Pengelolaan Kinerja Organisasi di Lingkungan

Kementerian Kelautan dan Perikanan;

Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem
Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
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Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem
Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 80);
Peraturan Presiden Nomor 7 Tahun 2015 tentang
Organisasi Kementerian Negara (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 8);

Peraturan Presiden Nomor 63 Tahun 2015 tentang
Kementerian Kelautan dan Perikanan (Lembaran Negara
Republik  Indonesia  Tahun 2015 Nomor 111)
sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden
Nomor 2 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan
Presiden Nomor 63 Tahun 2015 tentang Kementerian
Kelautan dan Perikanan (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2017 Nomor 5);

Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor
PER.25/MEN/2012 tentang Pembentukan Peraturan
Perundang-undangan di Lingkungan Kementerian
Kelautan dan Perikanan (Berita Negara Republik
Indonesia Tahun 2013 Nomor 1) sebagaimana telah
diubah dengan Peraturan Menteri Kelautan dan
Perikanan Nomor 49/PERMEN-KP/2017 tentang
Perubahan Atas Peraturan Menteri Kelautan dan
Perikanan Nomor PER.25/MEN/2012 tentang
Pembentukan  Peraturan  Perundang-undangan  di
Lingkungan Kementerian Kelautan dan Perikanan (Berita
Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1521);
Peraturan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/
Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional
Nomor 5 Tahun 2014 tentang Pedoman Penyusunan dan
Penelaahan Rencana Strategis Kementerian/Lembaga
(Renstra K/L) 2015-2019 (Berita Negara Republik
Indonesia Tahun 2014 Nomor 860);

Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan
Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang
Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja

dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi
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Pemerintah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun
2014 Nomor 1842);

Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor
25/PERMEN-KP/2015 tentang Rencana  Strategis
Kementerian Kelautan dan Perikanan Tahun 2015-2019
(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor
1328), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan
Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 45/PERMEN-
KP/2015 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri
Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia Nomor
25/PERMEN-KP/2015 tentang Rencana  Strategis
Kementerian Kelautan dan Perikanan Tahun 2015-2019
(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor
84);

Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor
45/PERMEN-KP/2016 tentang Pedoman Umum Tata
Naskah Dinas di Lingkungan Kementerian Kelautan dan
Perikanan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016
Nomor 1889);

Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor
52/PERMEN-KP/2016 tentang Pedoman Umum
Penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian
Kelautan dan Perikanan (Berita Negara Republik
Indonesia Tahun 2016 nomor 1930);

Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor
6/PERMEN-KP/2017 tentang Organisasi dan Tata Kerja
Kementerian Kelautan dan Perikanan (Berita Negara

Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 220);

MEMUTUSKAN:

PERATURAN MENTERI KELAUTAN DAN PERIKANAN
TENTANG PEDOMAN PENGELOLAAN KINERJA ORGANISASI

DI

LINGKUNGAN KEMENTERIAN KELAUTAN DAN

PERIKANAN.
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Pasal 1
Pengelolaan kinerja organisasi di lingkungan Kementerian
Kelautan dan Perikanan dilaksanakan sesuai dengan
Pedoman Pengelolaan Kinerja di lingkungan Kementerian
Kelautan dan Perikanan, tercantum dalam Lampiran yang
merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri

ini.

Pasal 2
Pedoman pengelolaan kinerja organisasi sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 1 merupakan acuan bagi unit kerja di
lingkungan Kementerian Kelautan dan Perikanan dalam

pengelolaan kinerja organisasi.

Pasal 3
Dalam rangka mendukung pengelolaan kinerja organisasi
dibentuk Tim Pengelolaan Kinerja di lingkungan Kementerian

Kelautan dan Perikanan.

Pasal 4
Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal

diundangkan.
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Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan
pengundangan Peraturan Menteri ini dengan penempatannya

dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta

pada tanggal 22 Desember 2017

MENTERI KELAUTAN DAN PERIKANAN
REPUBLIK INDONESIA,

ttd

SUSI PUDJIASTUTI

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 29 Januari 2018

DIREKTUR JENDERAL
PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA,

ttd

WIDODO EKATJAHJANA
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LAMPIRAN

PERATURAN MENTERI KELAUTAN DAN PERIKANAN
REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 68/PERMEN-KP/2017

TENTANG

PEDOMAN PENGELOLAAN KINERJA ORGANISASI DI
LINGKUNGAN KEMENTERIAN KELAUTAN DAN
PERIKANAN

BAB1
PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Berdasarkan Pasal 1 Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014
tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi pemerintah (SAKIP),
disebutkan bahwa SAKIP merupakan rangkaian sistematik dari berbagai
aktivitas, alat, dan prosedur yang dirancang untuk tujuan penectapan,
pengukuran, pengumpulan data, pengklasifikasian, pengikhtisaran, dan
pelaporan kinerja pada instansi pemerintah untuk pertanggungjawaban dan
peningkatan kinerja instansi pemerintah. Selanjutnya, dalam Pasal 3
disebutkan bahwa penyelenggaraan SAKIP dilaksanakan oleh entitas
Kementerian/Lembaga secara berjenjang, mulai dari tingkat satuan kerja,
unit organisasi hingga tingkat Kementerian/Lembaga.

Mengacu hal tersebut di atas dan dalam rangka implementasi SAKIP di
lingkungan Kementerian Kelautan dan Perikanan maka sejak Tahun 2013,
Kementerian Kelautan dan Perikanan telah menggunakan metode Bealanced
Scorecard (BSC) dalam pengelolaan kinerja yang bertujuan agar kinerja
menjadi terukur dan terarah mulai dari tahap perencanaan, pengukuran,
pelaporan, evaluasi, hingga penilaian capaian kinerja.

Untuk memastikan bahwa  pengelolaan  kinerja  organisasi
dilaksanakan secara sinergi hingga unit organisasi terendah, perlu
menerbitkan sebuah pedoman umum pengelolaan kinerja organisasi di
lingkungan Kementerian Kelautan dan Perikanan. Pedoman ini disusun
dengan memperhatikan praktik-praktik terbaik (lesson learned) yang telah

dilakukan Kementerian Kelautan dan  Perikanan dan  menjadi
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acuan implementasi pengelolaan kinerja di lingkungan Kementerian

Kelautan dan Perikanan ke depan.

B. Tujuan
Tujuan disusunnya pedoman ini adalah:

1. sebagai acuan bagi unit kerja di lingkungan Kementerian Kelautan dan
Perikanan dan Satuan Kerja Perangkat Daerah pelaksana anggaran
Kementerian Kelautan dan Perikanan, dalam melaksanakan pengelolaan
kinerja untuk mewujudkan visi dan misi Kementerian Kelautan dan
Perikanan;

2. menjadi alat pengendali strategis Kementerian Kelautan dan Perikanan
secara berjenjang dari tingkat kantor pusat hingga Unit Pelaksana Teknis
dan Satuan Kerja Perangkat Daerah Provinsi;

3. menciptakan budaya kerja Kementerian Kelautan dan Perikanan yang
profesional, efektif, efisien, dan akuntabel; dan

4. membantu meningkatkan kualitas pengelolaan kinerja lingkup
Kementerian Kelautan dan Perikanan dan Satuan Kerja Perangkat

Daerah pelaksana anggaran Kementerian Kelautan dan Perikanan.

C. Pengertian

1. Kinerja adalah hasil dari pelaksanaan tugas dan fungsi organisasi
selama pericde tertentu.

2. Pengelolaan Kinerja adalah rangkaian kegiatan pemanfaatan sumber
daya untuk meningkatkan kinerja dalam rangka mencapai tujuan yang
telah ditetapkan.

3. Organisasi adalah suatu kelompok orang dalam suatu wadah untuk
tujuan bersama.

4. Balanced Scorecard, yang selanjutnya disingkat BSC, adalah suatu alat
manajemen strategis yang menerjemahkan visi, misi, tujuan, dan
strategi ke dalam kerangka operasional.

5. Rencana Strategis, yang selanjutnya disebut Renstra, adalah suatu
dokumen perencanaan yang berorientasi pada hasil yang ingin dicapai
dalam kurun waktu 1 (satu) sampai dengan 5 (lima) tahun dan disusun
dengan memperhatikan perkembangan lingkungan strategis sesuai

dengan tugas dan fungsi Kementerian Kelautan dan Perikanan.
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10.

11.

12.

13.

14.

15.

16.

Rencana Kerja yang selanjutnya disebut Renja, adalah dokumen
perencanaan Kementerian Kelautan dan Perikanan untuk pericde 1
(satu) tahun.

Sasaran Strategis, yang selanjutnya disingkat SS, adalah pernyataan
mengenai apa yang harus dimiliki, dijalankan, dihasilkan, atau dicapai
organisasi.

Peta Strategi adalah suatu dashboard yang memetakan SS organisasi
dalam suatu kerangka hubungan sebab akibat yang menggambarkan
keseluruhan perjalanan strategi organisasi dalam mewujudkan visi dan
misi.

Indikator Kinerja Utama, yang selanjutnya disingkat IKU adalah tolok
ukur keberhasilan pencapaian SS atau Kinerja.

Manual IKU adalah dokumen penjelasan mengenai IKU yang diperlukan
untuk melakukan pengukuran kinerja.

Cascading adalah proses penjabaran dan penyelarasan S8, IKU,
dan/atau target IKU secara vertikal dari level unit/pegawai yang lebih
tinggi ke level unit/pegawai yang lebih rendah.

Alignment adalah proses penyelarasan SS, IKU, dan/atau target IKU
secara horizontal antar unit/ pegawai yang selevel.

Perjanjian Kinerja, yang selanjutnya disingkat PK adalah dokumen yang
berisikan penugasan dari pimpinan unit kerja yang lebih tinggi kepada
pimpinan unit kerja yang lebih rendah untuk melaksanakan
program/kegiatan yang disertai dengan indikator kinerja dan target
yvang harus dicapai dalam periode tertentu.

Kontrak Kinerja adalah dokumen yang berisikan penugasan pimpinan
unit kerja kepada pimpinan program/kegiatan non struktural yang
mengelola anggaran atas suatu program/kegiatan, untuk
melaksanakan program/kegiatan yang disertai dengan indikater kinerja
dan target yang harus dicapai dalam periode tertentu.

Target adalah standar minimal pencapaian kinerja yang ditetapkan
untuk periode tertentu.

Unit adalah bagian dalam struktur organisasi Kementerian Kelautan
dan Perikanan yang meliputi unit Kementerian, unit level I, unit level II,
unit level III, unit level IV, atau unit level V yang ditetapkan melalui

Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan.
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17. Pegawai adalah Calon Pegawai Negeri Sipil atau Pegawai Negeri Sipil,
yang bekerja di Kementerian Kelautan dan Perikanan.

18. Pejabat Fungsional adalah pegawai yang mempunyai
kedudukan yang menunjukkan tugas, tanggung jawab, wewenang,
dan hak seorang pegawai dalam suatu satuan organisasi yang dalam
pelaksanaan tugasnya didasarkan pada keahlian dan/atau ketrampilan
tertentu serta bersifat mandiri dalam rangka melaksanakan tugas
Kementerian Kelautan dan Perikanan.

19. Pelaksana adalah Calon Pegawai Negeri Sipil atau Pegawai Negeri Sipil
pemangku jabatan fungsional umum yang tidak menduduki jabatan
struktural dan jabatan fungsional dalam rangka melaksanakan tugas
Kementerian Kelautan dan Perikanan.

20. Atasan Langsung adalah pejabat penilai dan berwenang menilai Pegawai
Negeri Sipil dengan ketentuan serendah-rendahnya Pejabat Struktural
Eselon V atau pejabat lain yang ditentukan.

21. Pengelola Kinerja adalah pejabat yang ditetapkan dalam suatu
keputusan untuk mengelola kinerja organisasi atau kinerja individu.

22. Kementerian adalah Kementerian Kelautan dan Perikanan.

23. Unit Kerja Mandiri/Unit Pelaksana Teknis, yang selanjutnya disingkat
UPT adalah adalah satuan organisasi yang bersifat mandiri yang
melaksanakan tugas teknis operasional dan/atau tugas teknis dari

Kementerian.

D. Ruang Lingkup
Ruang lingkup Pedoman Pengelolaan Kinerja Organisasi di Lingkungan
Kementerian Kelautan Dan Perikanan meliputi:
1. Metode dan tahapan pengelolaan Kinerja Organisasi; dan

2. Sistem Aplikasi Pengelelaan Kinerja.
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BAB II
METODE DAN TAHAPAN PENGELOLAAN KINERJA ORGANISASI

Pengelolaan Kinerja Organisasi merupakan rangkaian kegiatan
pemanfaatan sumber daya untuk meningkatkan kinerja dalam rangka
mencapai tujuan organisasi yang telah ditetapkan. Pada tingkatan
Kementerian, tujuan organisasi diterjemahan dalam visi dan misi yang
tertuang dalam Rencana Strategis.

Kementerian menggunakan pendekatan BSC yang disesuaikan dengan
bisnis proses di Kementerian melalui penjabaran visi, misi, tujuan, dan
sasaran ke dalam suatu Peta Strategi dengan empat perspektif yang saling
terkait, yaitu perspektil stakeholders, perspektil customer, perspektil internal
process, dan perspektif learn and growth.

Sistem BSC membagi Organisasi di Kementerian dalam 6 (enam) level
berdasarkan tingkatan secara struktur organisasi, namun penetapan level ini
tidak berdasarkan tingkatan eselonisasi. Pembagian level tersebut dijelaskan
pada Tabel 1.

Tabel. 1
Level Organisasi di Kementerian Berdasarkan BSC

Level Organisasi Ruang Lingkup Pusat

Level O Menteri Kelautan dan Perikanan

Level T Seluruh Jabatan Pimpinan Tinggi Madya yang berada di
bawah dan bertanggung jawab kepada Level O

Level 11 Seluruh Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama lingkup pusat
dan Kepala UPT yang berada di bawah dan bertanggung
jawab kepada Level 1

Level 111 Seluruh Jabatan Administrater lingkup pusat dan
seluruh jabatan lingkup UPT yang berada di bawah dan
bertanggung jawab kepada Level 11

Level TV Seluruh Jabatan Pengawas lingkup pusat dan seluruh
jabatan lingkup UPT yang berada di bawah dan
bertanggung jawab kepada Level 111

Individu Staf Ahli Menteri, Pejabat Fungsional dan Pelaksana
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Setiap level di Kementerian melakukan penyelarasan strategis dan
ekeskusi strategis dengan berbasiz BSC, untuk mewujudkan visi dan rmisi

organisasi. Secara umurmn dapat digambarkan dalam bagan sebagai berikut:

vai — nilai Kementq,..
wiai - pilai Kementer,

g
% : A :
iy \
i Y
g -] Misi
7]
. | T |
Sasaran Strategis |
—— o o T\.———
Utama /
2\ .
f = e~ >
W @ )
Gambar 1.

Bagan Penyelarasan strategis dan eksekusi strategis berbasiz BSC

Visi dan misi Organisasi mengarahkan seluruh komponen Organisasi
agar memiliki gambaran fcita-cita wyang =sama. Hal tersebut mendasari
pengambilan  keputusan, perencansan rmasa  depan, pengocordinasian
pekerjaan wyang berbeda, serta mendorong inovasi ke depan. Selanjutnya,
tujuan dirumuskan sebagai tahapan kualitatil untuk mewujudkan wisi dan
misi tereebut, Agar tujuan tersebut lebih mudah dicapail maka dirumusksn 53
vang mendeskripsikan kondisi sgpesifik dan terulkur yang ingin diwujudlan
pada periods tertentu. Pencapaian 33 tersebut diukur olsh [KU. Setiap [KU
digsertai dengan target yang mengegambarkan Kinerja yang harus dicapai.
Untuk mencapai targst [KU, dapat dilaksanakan langkah-langksh pencapaian
target IKU dijabarkan dalam dokurmen Rencana Aksi

Sebagaimana amanat Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang
Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, dalam Pasal 5 dijslaskan
penyelenggaraan SAKIP meliputi:

1. Rencana Strategis,
2. Perjanjian Kinerja;
3. Pengukuran Kinerja;
4

. Pengelolaan data kinerja,
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5. Pelaporan Kinetja; dan
a. Reviu dan evaluasi kinerja.

Menurut Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan
Reformasi Birokrasi Nomor 20 Tahun 2013 tentang Perubahan Lampiran
Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Biokrasi
Nomor 25 Tahun 2012 tentang Petunjuk Pelaksanaan Ewvaluasi Akuntabilitas
Kinerja Instansi Pemerintah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013
Nomor 793], evaluasi kinerja dilakukan terhadap 5 (ltna] aspek pengelolaan
SAKIP, yaitu:

1. Perencanaan Kinerja,
Pengukuran Kinetrja;
Pelaporan Kinerja,

Evaluasi Kinerja; dan

[ B N B N

Capaian Kinerja.

Kinerja Rensira
Pengelolaan Keuangan — A P

( RKAKL
Capalan & \
Penghargaan lain | ) K
X Capatan Rencana Ak
Kinerja
Output & ﬂuknﬁc )
Peneta xu
Target IKU & pes
Menaksl Barw |
Reward Mansal IKU
wa
A Punishment |
Fvaluasl Mandird | Dats mn
(LKE)
huram Bolaran
Evaluasi Program |
& Rencana Akst { Triwnkanen /Tabunan
N

Analtsa " | ) ~ Pela
informasi ™) - Dokumentasi
Data dukung

Gammbar 2.
Siklug Pengelolaan Kinerja Kementerian Kelautan dan Perikanan

1. Perencanaan Kinerja
Perencanaan Kinerja merupakan tahap awal dalam siklue
penyelenggaraan SAKIP. Komponen Perencanaan kinerja melip uti
a. Renstra

Renstra disusun dengan ketentuan gebagai herikut:

www.peraturan.go.id
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1) Remnstra disusun mulai level Kementerian dan unit kerja level I serta
Unit Kerja Mandiri yang mengelola anggaran (memiliki DIPA /RKA-
KL);

2) penyusunan Renstra berpedoman pada Rencana Pembangunan
Jangka Menengah, yang kemudian menjadi pedoman dalam
penyusunan Renja;

3) penelaahan Renstra Kementerian melibatkan 3 pihak yaitu
Kementerian, Kementerian Negara Perencanaan Pembangunan
Nasional/Bappenas, dan Kementerian Keuangan; dan

4) Dokumen Renstra yang telah ditandatangani dipublikasikan di

website Kementerian.

Renstra dapat direvisi atau disesuaikan dalam hal terjadi kondisi
yang mempengaruhi pencapaian tujuan dan sasaran seperti:
1) perubahan struktur Organisasi;
2) perubahan strategi dan kebijakan Organisasi; atau

3) perubahan prioritas Organisasi.

Rancangan Renstra ditetapkan melalui:
1) Peraturan Menteri untuk Renstra Kementerian;
2) Peraturan Sekretaris Jenderal/Direktur Jenderal/Inspektur Jenderal
Kepala Badan untuk Renstra unit kerja level 1 dan Peraturan Kepala

Unit Kerja Mandiri untuk Renstra Unit Kerja Mandiri.

Renstra meliputi:
1) Visi, Misi, Tujuan, dan Sasaran Strategis;
2) Arah Kebijakan dan strategi;
3) Kerangka Regulasi dan Kerangka Kelembagaan; dan

4) Target Kinerja dan Kerangka Pendanaan.

Komponen dalam Renstra adalah sebagai berikut:
1) Visi, Misi, dan Tujuan
Visi merupakan rumusan umum mengenai keadaan yang
diinginkan pada akhir periode perencanaan. Misi merupakan rumusan
umum mengenai upaya-upaya yang akan dilaksanakan untuk

mewujudkan visi. Visi yang terdapat dalam Renstra Kementerian
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merupakan rumusan umum mengenai keadaan yang ingin dicapai oleh
Kementerian pada akhir pericde perencanaan sedangkan tujuan yaitu
penjabaran dari visi yang dilengkapi dengan sasaran strategis sebagai
ukuran kinerjanya.
Peta Strategi dan Sasaran Strategis
Peta Strategi merupakan sejumlah sasaran strategis yang
terangkai dalam hubungan sebab akibat dan mengacu pada visi dan
misi Organisasi. Peta Strategi memberikan gambaran visual dari
strategi Organisasi sehingga memudahkan dalam mengomunikasikan
strategi. S8S merupakan deskripsi lebih lanjut dari tujuan, yang
dirumuskan sebagai suatu prioritas yang ingin dimiliki, dijalankan, dan
dicapai Organisasi pada periode tertentu.
Peta Strategi merupakan perspektif untuk mengelola kinerja
Organisasi. Perspektif yang digunakan dalam BSC Kementerian, yaitu:
a) Perspektif Stakeholder
Perspektif ini mencakup SS yang ingin diwujudkan Organisasi
untuk memenuhi harapan pemangku kepentingan (stakeholder).
Pemangku kepentingan (stakeholder) adalah pihak internal maupun
ceksternal yang secara langsung atau tidak langsung memiliki
kepentingan atas output atau outcome dari suatu Organisasi.

b) Perspektif Customer
Perspektif ini mencakup SS yang ingin diwujudkan Organisasi
untuk memenuhi harapan pengguna layanan (customer). Pengguna
layanan (customer) adalah pihak eksternal yang terkait langsung
dengan pelayanan organisasi.

c) Perspektif Internal Process
Perspektif ini mencakup SS yang ingin diwujudkan melalui
rangkaian proses yang dikelola Organisasi, untuk memberikan
layanan serta menciptakan nilai bagi stakeholder dan customer
(value chain).

d) Perspektif Learn and Growth
Perspektif ini mencakup SS yang berupa kondisi sumber daya
internal Organisasi yang ingin diwujudkan atau yang seharusnya
dimiliki oleh Organisasi untuk menjalankan proses bisnis guna
menghasilkan output atau outcome Organisasi yang sesuai dengan

harapan customer dan stakeholder.
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Pemgusunan Peta Strategi dinulal dari lewel 0 dan dizuzun oleh
unit yang mendefinizizan wizi dan mizi dengan jelag zerta memilild
prozes manajemen yang lenglap [inputf swmber daya, prozes internal dan
auipitsawtcame]. Peta Strategi disuzun pada lewel O, Lewel I dan lewel I

Fortnat Peta Strategie [Untuk Lewel 0 sampal dengan Lewel II)

gebagatnana tercanbun dalam Gambar 3.

a. Unit Tekniz

ST ERO L0 ERd
FERSPESTTVE

k)

CLETOMIIRRS
FIRSFETINN
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b. Unit dtulctural

CUSTDMNIRES
FIRSFETIN

IE:EI'-E'I
=E
38
G
B
4

LEARN & 5 R5WTE
FERSPECTIVE

Cratmboar 3.
Format Peta Strategis [Untuk Lewel O zarmpai dengan Level II)

Penyuzunan Peta Strategiz memperhatiltan “Vertical Algnment”

artingra Peta 3trategi pada lewel yang lebih rendah harusz mengacu pada

Peta Strategi lewel yang lebih tinggi, dan ‘Harzontal Algnment’, jyaitu

tnetnp erthitungltan kepentingan diviei atau dep artetnen yang lain,

Langkah-langkah dalan menyuszun Peta Strategiz adalah zebagal

herikut

al

b]

Mengetahui kondizi yang ingin dicapal Organisasi
Pemaharnan wizi dan mizi Crganisaszi dilaloukan untik mengetabni
kondizi yang ingin dicapai oleh Crganizasi Gunalian referensi untuk
pengrusunan Peta Strategie zeperti Penstra, semua regulasi yang
betlaitan dengan kelautan dan perizanan di Indonesia, dan harapan
stakehalder utarna. Temultan kats kunci zazaran dari vizi dan misi
Crganizazi
Mengidentifiltaziperep eletif Peta Strategiz dan menetaplan sazaran di
setiap perzpelobif

Untuk  perspektf stakeholders, lakukan  terlebih dahulu
dentificaszi ziapa stakeholders Organizasi pernilile Peta Strategi ind
Contoh, Stakeholder lewel 0 adalah Negara Hezatuan Pepublik

Indonezia dan  masyarakat Indonesia, maka ditentulan 38
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berdasarkan apa yang diharapkan oleh negara dan masyarakat
Indonesia dengan dibentuknya Kementerian.

Setelah disepakati SS pada perspektif stakeholders, dilakukan
identifikasi customer. SS di perspektif customer dikelompokkan
berdasarkan ekspektasi untuk customer. Contoch customer level O
diantaranya masyarakat kelautan dan perikanan, maka ditentukan
SS berdasarkan apa yang diharapkan masyarakat kelautan dan
perikanan dengan dibentuknya Kementerian.

SS pada perspektif internal process, disusun berdasarkan proses
utama Organisasi dalam memberikan layanan untuk memenuhi
ekspektasi customer.

Untuk SS pada perspektif learn and growth, dilakukan
identifikasi modal suatu Organisasi untuk menjalankan tugas
fungsinya. Pada perspektif ini, akan dibagi menjadi modal sumber
daya manusia, teknologi informasi, Organisasi, dan keuangan.

Dalam penyusunan kalimat SS, setiap kalimat harus terdiri dari
dua hal, yaitu aspek dan kondisi. Contch: meningkatnya
kesejahteraan masyarakat, dari kalimat SS tersebut “Kesejahteraan
Masyarakat” adalah aspek, “Meningkatnya” adalah kondisi. Kalimat
SS pada Peta Strategi harus sama dengan kalimat SS pada tabel
BSC.

Jumlah SS tidak dibatasi, namun direkomendasikan, SS yang
dapat dikelola dengan baik adalah 25 buah dalam sebuah Peta
Strategi. Sasaran Strategis disusun dengan ketentuan sebagai
berikut:

1) menggambarkan kondisi ideal dan realistis yang ingin dicapai;

2) berupa pernyataan yang singkat dan jelas schingga mudah
dipahami;

3) merupakan sasaran-sasaran yang Dbersifat penting dan
memperoleh prioritas tinggi;

4) dituliskan dalam bentuk pernyataan kondisicnal dan bersifat
kualitatif, bukan kuantitatif;

S5) dalam hal SS tidak memiliki acuan/mandat dari level atasnya,
maka level yang bersangkutan dapat membuat SS sendiri sesuai

hasil identifikasi perspektif.



2018, No.190 -18-

c] Melakukan pengecekan hubungan sehab akibat antar perspektif

Pengecekan hubungan sebab akibat dilakukan untuk
memastikan bahwa pencapaian S5 pada satu perspektif mendukung
pencapaian 335 pada level diatasnya. Pengecekan dilakukan dengan
cara memb aca dari bawah ke atas, yakni perspektif leam and growth
harus menjawab "apa yang harus dimiliki Kementerian", perspektif
intemal process harus menjawab "apa yang harus dilakukan
Kementerian", perspektif customer harus menjawab "apa yg akan
dihasilkan Kementerian untuk masyarakat kelautan dan perikanan”,
dan perspektif stakeholders harus menjawab "apa yang diharapkan

negara dengan adanya Kementerian".

Gambar 4.
Peta Strategi Kementerian Kelautan dan Perikanan Tahun 2015-2019

3] Indikatar Kinerja Utama
IK] merupakan suatu pernyataan mengenai apa yang ingin
dicapai aleh Crganisasi dan dijadikan ukuran keberhasilan dari suatu
tujuan dan 85 Organicasi. Indikator kinerja bersifat definitiffterukur

dan herfungsi untuk menyeimbhangkan antara kondisi ideal dengan

realitas.

www.peraturan.go.id
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IKU disusun dengan ketentuan sebagai berikut:

a) SMART-C: Spesificc measurable, achievable, relevant, time-bound dan
continuously improve.

(1) Specificc mampu menyatakan sesuatu secara definitif (tidak
normatif), tidak bermakna ganda, relevan dan khas/unik dalam
menilai serta mendorong kinerja suatu unit/pegawai;

(2) Measurable: mampu diukur dengan jelas dan jelas cara
pengukurannya. Pernyataan IKU seharusnya menunjukkan
satuan pengukurannya;

(3) Achievable: merupakan ukuran yang dapat dicapai dan
memiliki target yang menantang;

(4) Relevant: IKU yang dipilih dan ditetapkan harus sesuai dengan
visi dan misi serta tujuan strategis Organisasi,

(9) Time-bounded: memiliki batas waktu pencapaian, dan

(6) Continuously improve: IKU yang dibangun menyesuaikan
dengan perkembangan strategi organisasi.

b) mencerminkan tugas dan fungsi utama Organisasi dan harus
berguna untuk menunjukkan keberhasilan, kemajuan, atau
pencapaian (accomplishment);

c) pemilihan IKU didasarkan pada prioritas dan fokus Organisasi;

d) merupakan kesepakatan antara atasan dan bawahan;

e) efektif dan layak: data/informasi yang berkaitan dengan indikator
kinerja yang bersangkutan dapat dikumpulkan, diclah, dan
dianalisis dengan biaya yang layak;

f) merupakan ukuran dari satu S8. Satu IKU tidak diperbolehkan
untuk mengukur lebih dari satu SS dalam satu Perjanjian Kinerja;

g) setiap IKU harus dilengkapi dengan Manual IKU; dan

h) dalam penyusunan IKU level O, dimungkinkan adanya “IKU
Payung”, yvang dibentuk dari himpunan IKU level dibawahnya yang
saling berhubungan (sub IKU).

Analisis SMART-C sebagaimana tercantum dalam Tabel 2.
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Tabel 2.
Analisa SMART - C

ANALISA SMART-C
INDIKATOR KINERJA DITIEN/BADAN

Level HYAralivay
Unit Kerja .

Uraian Deskriptive

Measurable Achievable Relevant Continously Improved
IKUT | Milai Produksi Perikanan Tangkap(tcn;lﬁu tidak bermakna ~Cara pengukuran jelas |F(u dimungkinkan untuk [IKU sesuai dengan Batasan waktu - Target IKU tahun 2016
ganda dicapal lingkup kerja Ditjen PT  [pengukuran secara ... Lebih tinggi dari
~Satuan pengukuran IKU sesuai dengan visl  [triwulanan tahun 2015 sebesar ...,
|ielas (ton) misi DIPT

~Target IKU menantang

KU 2

Jakarta, ...
Verifikator

ted.

{ Nama Jelas )

NIP.

www.peraturan.go.id
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Indikator Kinerja Utama (IKU) ditetapkan dengan mekanisme
sebagai berikut:
a) Mekanisme penetapan IKU Unit kerja level I adalah sebagai berikut:
(1) perkiraan Target capaian IKU, disusun mengacu pada Target di
Renja sesuai periode yang ditetapkan; dan
(2) IKU yang telah disepakati, ditandatangani dan ditetapkan oleh
Peraturan Pimpinan Unit kerja level I yang bersangkutan.

b) Mekanisme penetapan IKU Unit kerja level 1, 111, IV, dan V

Mekanisme penetapan IKU Unit kerja level II, I, IV, dan V
mengacu pada mekanisme di atas serta diatur dan ditetapkan oleh
masing-masing Unit kerja level I terkait.

Kualitas IKU dipengaruhi oleh Sifat IKU, antara lain tingkat
validitas dan polarisasi IKU.

a) Validitas IKU
Ada beberapa pendekatan untuk menentukan tingkat validitas TKU.
Validitas IKU di Kementerian ditentukan berdasarkan tingkat
kendali pencapaian IKU. Pembagian level validitas IKU adalah
sebagai berikut:
(1) Leading Indicators
Merupakan indikator Kinerja yang pencapaiannya dibawah
kendali Organisasi. Indikator jenis ini bisa berada pada level

input (disebut lead input) maupun proses (disebut lead process).

(2) Lagging Indicators
Merupakan indikator Kinerja yang pencapaiannya diluar kendali
Organisasi. Indikator jenis ini bisa berada pada level oufput
(disebut lag outpui) maupun outcome (disebut lag outcome).
Tabel. 3
Contoh IKU dengan Tingkatan Validitas yang Berbeda
Sasaran IKU Lead IKU Lead IKU Lag

Lie Strategis Input Process Output A Ty QUEReris

1. Meningkatnya Jumlah SDM | Frekuensi Competency Rasio produktifitas
kompetensi SDM | yang bergelar | pelatihan per | Gap Index | SDM (output/input)

32 tahun (CGT)

2. Tersedianya Ketersediaan | Jumlah Tingkat Rasio informasi
informasi yang sistem laporan vang | kepuasan yang digunakan
mudah diakses informasi dihasilkan pengguna dalam pengambilan

sistem atas sistem | keputusan

informasi informasi dibanding total
informasi yang
dihasilkan  sistem
informasi
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Sasaran IKU Lead IKU Lead IKU Lag
LE Strategis Input Process Output LAY [ e
3. Terselenggaranya | Ketersediaan | Persentase Nilai Persepsi
reformasi dokumen rencana aksi | implementasi | masyarakat atas
birokrasi reformasi RB vang | RB reformasi birokrasi
Kementerian birokrasi dilaksanakan yang dilakukan
sesuai  road Kementerian
map
4. Terkelolanya Tersedianya Tingkat Opini BPK | Opini masyarakat
anggaran SOP  sistem | kepatuhan atas laporan | terkait
Kementerian anggaran pengelolaan keuangan transparansi  dan
secara transparan | Kementerian | keuangan Kementerian | akuntabilitas
dan akuntabel terhadap pengelolaan
S0P  sistem anggarar
anggarar Kementerian

b) Polarisasi IKU

Berdasarkan target capaiannya, polarisasi IKU dibedakan

menjadi 3, yaitu:

(1)Maximize, yaitu semakin tinggi pencapaian dari target maka

kinerja semakin baik, semakin rendah kinerja semakin buruk.

Contoh: Produksi Perikanan, Nilai ekspor hasil perikanan

Capaian _

Nilai Aktual < Target

Nilai Aktual > Target

+ Capaian

Semakin Buruk

I “ Semakin Baik

(2) Minimize, yaitu semakin rendah pencapaian dari target maka

kinerja sem

akin baik, semakin tinggi semakin buruk

Contoh Rasio Pemberitaan yang negatif dibanding total
pemberitaan sektor KP.
Capaian Nilai Aktual < Target L Nilai Aktual > Target + Capaian
Semakin Baik I “ Semakin Buruk

(3) Stabilize, yaitu Semakin Stabil/sesuai dengan nilai target (tidak

naik dan tidak turun) maka kinerja semakin baik.

Capaian
Semakin Baik
Nilai Aktual < Target >€ Nilai Aktual > Target .
Capaiang = i _______ —_— Capaian
Semakin Buruk Semakin Buruk

4) Target Kinerja

Target Kinerja adalah standar minimal pencapaian Kinerja

yang ditetapkan

merupakan kesepakatan antara atasan dan bawahan

mempertimbangkan usulan pengelola Kinerja Organisasi.

penetapan target

untuk periode tertentu. Penetapan Target Kinerja

serta
Kriteria
Kinerja sebagai berikut:
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a) berupa ukuran kuantitatif. Apabila Target Kinerja bersifat
kualitatif, maka harus dikuantitatifkan,
b) besaran Target ditentukan berdasarkan:
(1) peraturan perundang-undangan, peraturan lainnya atau
kebijakan Menteri yang berlaku;
(2) keinginan stakeholder;
(3) realisasi tahun lalu; dan
(4) potensi dan proyeksi atas kondisi internal dan eksternal
organisasi.
¢) Target harus menantang namun dapat dicapai serta
diupayakan terus meningkat;
d) Target disusun untuk jangka waktu tertentu,
e) penentuan Target harus memperhatikan kondisi saat ini dan
kondisi yang ingin dicapai; dan
f) sebuah SS dapat memiliki satu atau lebih [KU dan Target.
D) Cascading dan Alignment
Penurunan (cascading) adalah  proses  penjabaran  dan
penyelarasan S8, IKU, dan/atau Target IKU secara vertikal dari level
Unit/satuan kerja yang lebih tinggi ke level Unit/satuan kerja yvang
lebih rendah. Cascading disebut juga sebagai vertical alignment.
Sementara itu, penyelarasan (alignment], disebut juga horizontal
alignment merupakan proses untuk menjamin bahwa SS dan IKU
vang dibangun telah selaras dengan unit yang selevel. Proses
cascading dan alignment di Kementerian dilakukan secara bersamaan,

sebagaimana Gambar 5:

'} ) Menteri KP
J

D-—

Individu Individu Individu Individu Individu Individu
Gambar 5

Contoh Proses Cascading dan Alignment di lingkungan Kementerian
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Keterangan

<> Alignment

—_— Cascading Kementerian
———dp Cascading ke Provinsi

Setelah 88, IKU, dan Target dibangun pada level Unit Organisasi

yvang paling tinggi, maka 88, IKU, dan Target tersebut diturunkan

(cascade) dan diselaraskan (align) sampai dengan level Unit Organisasi

yang

paling rendah, agar dapat dilaksanakan oleh semua pihak yang

terkait dalam Organisasi.

Cascading dilakukan dengan langkah-langkah sebagai berikut:

)

b

=

o)

g)

h)
)
J)

mempelajari dokumen BSC pada satu level unit yang lebih tinggi;
mempelajari tugas, fungsi, dan kondisi internal unit kerja;
melakukan identifikasi kontribusi unit/satuan terhadap peta
strategi organisasi/unit di atasnya;

melakukan identifikasi dan seleksi SS pada Peta Strategi
Organisasi/Unit di atasnya yang relevan dengan tugas dan fungsi
Unit/satuan yang bersangkutan;

menurunkan S8 dan IKU tersebut;

menentukan metode cascading vang akan digunakan untuk
cascading SS, IKU dan IS (adopsi langsung, komponen
pembentuk, lingkup dipersempit);

jika masih terdapat tugas dan fungsi Unit/satuan yang belum
terakomodasi, buatlah 88 dan IKU yang baru (complement);
melakukan alignment;

menyusun manual IKU untuk setiap IKU yang dihasilkan; dan

menyusun matriks informasi cascading.

Format Informasi Cascading sebagaimana Tabel 4.
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Tabel 4.
Format Informasi Cascading

Format Informasi Cascading

INFORMASI CASCADING
DIREKTUR JENDERAL//KEPALA BADAN ....cccoteenerreeenees
KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN

Level 1 Level I1

Perhitu
SS | IKU | Target ngan Frekuensi
Atasan

Metode

SS IKU Target Cascading

Jakarta, ...............
..... (Jabatan Pimpinan unit kerja/satuan kerja)...

..... Nama ASN ... ...
NIP. 300X

Keterangan :

a. Dokumen ini diserahkan oleh Pejabat Level (n) ke level dibawahnya (n+1)
bersamaan dengan Penandatanganan Perjanjian Kinerja Level (n) dan (n-1)

b. Metode Cascading
Diisi dengan salah satu metode berikut: a) adopsi langsung; (b) Komponen
Pembentuk; (c) Lingkup dipersempit; (d) Buat Baru

c. Perhitungan atasan
Diisi dengan Salah satu pilihan berikut : (a) Sama Persis; (b) Akumulasi; (c) Rata-
rata; (d) Kentribusi

d. Frekuensi
Diisi dengan salah satu pilihan berikut: (a) Bulanan; (b) Triwulanan; (c)

Semesteran; (d) Tahunan
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Beberapa hal vang perlu diperhatikan dalam melalcultan cascading adalah

a] Cascading 35, IKU, dan Target ke level Organisasi di bawahnya merup alkkan
suatu  proses  op-dowmn denpan  metode  yanpg  didesain untulk
menghubunglcan 55, IKU, dan Tarpet antara level Organisasi tertinggi dan
levvel di bawahnyva

B] 55 wang diturunkan ke level vang lebih rendah harus diletaldran pada
perspartil vang sama atau lebih tinggi dari level diatasnva 35 pada level
vang berbeda dapat memilid penyvebutan wang sama meskipun
perspeotifnya berbeda
Cascading 55 pada Persp elctif sebagaimana Gambar 6.

Level 1

Lewel II Lewel I1 Lewel II

Gambar 6.
Cascading 55 pada Perep detif

c] pada saat melakultan eascading IKU, terlebih dahula dilaloulcan identifileasi
gifat IKU vang alkan di-cascading Metode cascadiyy alran ditentultan oleh
sifat KU tersebut Terdapat 4 metode cascading sebagaimana Gambar 7,
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-27-
Ado psi Linghkup Kompone n Buat
Langsung* Dipe rsempit Pembentuk Baru
— ™
F
Eg 1 2 4
<
1
S | /\ i
[
— 4 /N :
£3 1 2a 2b 5
3
— oy
Gambar 7.

Metode Cascading

Adopsi Langsung

Pada cascading dengan metode adopsi langsung, kalimat
dan definisi [KU pada level yang lebih tinggi diadopsi secara
penuh olsh level yang lebih rendah. KU yang di-cascading
menggunakan metode ini  harus memiliki  oufput yang
identik feama pada tiap level. Proses casecading ini dilakulean
kepada:

(a) zatu Unit/=satuan pada level yang lebih rendah, karena sifat
peleerjaan yang melekat pada satu Unit tersebut;

(b] dua atau lebih Unit /satuan pada level yang lebih rendah karena
sifat pekerjaan yang memerlukan feamwork dan tanggung
jawab pencapaian;

(¢] target bersifat tanggung renteng serta tidak didistribusilean;

(d) dilakukan maksimal 2 (dua level] ksbawah, misal: Indikatar
Kinerja di Level 0 hanya boleh diadopsi langsung hingga level [;

(e] hazil pengulturan pada Unit yang lebih rendah, sama persis
dengan unit yang lebih tinggi,

(f] manual KU Unit/satuan yang lebih tinggi dan Unit/satuan
vang lebih rendah harus memiliki kesamaan pada komponen:

i) nama KU, Target, satuan pengukuran dan aspek Target,
] definisi dan formula perhitungan,

iii] polarizasi;

iv] koneolidasi periods; dan

v| periods pslaporan.

Metode cascading Adopei Langsung sebagaimana Gambar 8.

2018, No.190
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MENTERI

DJPT

Gambar 8.
Contch Metode Cascading Adopsi Langsung

(2) Komponen Pembentuk

Pada cascading dengan metode Komponen Pembentuk,
kalimat dan definisi IKIJ Unit/satuan di level yang lebih tinggi
ditrunkan ke lebih dari satu unit dengan kalimat yang berbeda
sesual peran Unit tersebut dalam pencapaian IKU. Hal ini karena
nilai TKU tersebut dibentuk cleh beberapa Unit di level bawahnya
dengann kentribusi vang berbeda-beda Capaian IKU pada
Unit/ satuan di level yang lebih tinggi merupakan akumulasi dari
capaian IKU pada pada Unit/satuan di level yang lebih rendah.

~ sasaran Strategis 1KU Target |
Terwujudnya Pengelolaan .
SDKP yang partisipatif, Produksi Perikanan
berlanggung jawab dan (Juta ton) 29,46
berkelanjutan

Sasaran
IKU Target
= Strategis =
3 Terwujudnys =
Pengelclaan Produksi

Perikanan Budidaya ~ Perikanan

yang partisipatif, Budidaya 2273
bertanggung jawab {Juta ton)

dan berkelanjutan

Gambar 9.
Centch metede cascading Kemponen Pembentuk
(3) Lingkup Dipersempit
Pada cascading dengan metode lingkup dipersempit,
kalimat dan definisi IKU Unit/satuan di level yang lebih tinggi
diturunkan ke lebih dari satu Unit kerja dengan kalimat yang

www.peraturan.go.id
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serupa namun dengan ruang lingkup lebih sempit. Hal ini
karena nilai IKU tersebut dibentuk oleh beberapa unit di level
bawahnya dengan metode yang sama namun ruang lingkup
sesual unit kerja yang melaksanakan. Capaian IKU unitfsatuan
di level yang lebih tinggi merupakan rata-rata dari capaian IKU
unit/ satuan di level yang lebih rendah.

= Sasaran Strategis IKU Target
w
= Terkelolanya anggaran Nilai Kinerja Amggaran
w pembangunan secara (%) 80-90
= efisien dan akuntabel
Sasaran Strategis 1KUY Target Sasaran Strategiis KU Target IT
=
i} - J
- Teralolanya anggaran i Terkelolanya anggaran =
] permbangunan Setjen N::'gs;",:ga R pemEangunan Ifjen NK:IQEHZ;E e E
© | semmsitEnin saen iy scomsidencn  yjan (%) N
Gambar 10.

Contoh metode cascading Lingkup Dipersempit
(4 Buat Baru

Pada cascading dengan metode buat baru, IKU bukan
merupakan turunan dari atasannya, melainkan baru dibentuk di
level yvang bersangkutan. IKU dengan metode Buat Baru dapat
merupakan f{ij IKU yang berkontribusi secara tidak langsung
pencapaian IKU atasan; (1) merupakan IKU yang menggambarkan
tugas spesifik dari unit yang bersangkutan yang tidalk berkorelasi
dengan atasannya; (1) IKU vang dibentuk karena ada tugas
khusus atau mandat (mandatory) dari atasannya. Ketentuan IKU
Buat Baru:

(a) tidak ada tanggung jawab pencapaian Target yang di-
cascading dari Unmitfsatuan yang lebih tingg;

(b) Target atau realisasi IKU  Unit/satuan yvang lebih
rendah tidalk dikonsolidasikan ke Unitfsatuan diatasnya; dan

(c) jenis cutput idak identikf tidak sama.

Metode Cascading Buat Baru sebagaimana Gambar 11.
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Sasaran Strategis IKU Target
E Terwujudnya ASN lingkup :
B Setjen yang kompeten,  Indeks Kompetensi dan
2] profasional dan Integritas (%) 77

berkepribadian

Sasaran Strategis IKU Target
E Persentase pegawai yang
S Terwujudnya SDM yang mengikuti kegiatan
o berkompeten peningkatan kompetensi 5

(%)
Gambar 11.

Contoh Metode Cascading Buat Baru

b. Renja
Dokumen Renja Kementerian ditetapkan melalui Peraturan
Menteri Kelautan dan Perikanan sebelum tahun anggaran berjalan (t-1).
Struktur Renja, terdiri atas sasaran program dan kegiatan,

Indikator Kinerja program dan kegiatan dan Target Kinerja program dan

kegiatan serta perkiraan alokasi pendanaan atau mengikuti peraturan

lain yang mengatur tentang Renja. Renja harus memenuhi kriteria
sebagai berikut:

1) Renja Kementerian disusun dengan berpedoman pada Rancangan
awal Rencana Kerja Pemerintah (RKP) dan dijabarkan secara
berjenjang dalam Renja Unit kerja level I dan T,

2) dokumen Renja Unit kerja level I dan I disusun dengan mengacu
pada Renstra unit kerja level I,

3) Informasi kinerja yang ada dalam Renja meliputi:

a) Visi dan Misi, Sasaran strategis;

b) Program, sasaran program (outcome), Indikator Kinerja Program
(IKP);

c¢) Kegiatan, Sasaran kegiatan (outpuf, Indikator Kinerja Kegiatan
(IKK); dan

d) Perkiraan alckasi pendanaan bak untuk tahun yang
direncanakan maupun prakiraan majunya.

4] Dokumen Renja selaras dengan dokumen pengajuan anggaran;

5) penyusunan Renja sesuai petunjuk penyusunan Renja tahun
berjalan yang di keluarkan cleh Kementerian danfatau Kementerian
PPN/Bappenas;
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6) penyusunan Renja Kementerian didasarkan atas hasil kesepakatan
dalam pertemuan 3 (tiga) pihak (trilateral meeting) yaitu
Kementerian, Kementerian Keuangan, dan Kementerian
PPN/Bappenas.

Ketentuan lebih lanjut mengenai Renja diatur dengan Peraturan

Menteri yang mengatur mengenai Renja Kementerian.

c. Rencana Kerja Anggaran
Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian adalah dokumen
rencana keuangan tahunan Kementerian yang disusun menurut bagian
anggaran Kementerian.
Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian disusun berdasarkan:

1) pagu anggaran atau alokasi anggaran untuk RKA-K/L Anggaran
Pendapatan dan Belanja Negara (APBN), atau pagu perubahan APBN
untuk RKA-K/L APBN;

2) hasil penataan arsitektur dan informasi Kinerja;

3) Renja Kementerian;

4) Renja Pemerintah hasil kesepakatan Pemerintah dan Dewan
Perwakilan Rakyat dalam pembicaraan pendahuluan Rancangan
APBN;

S) hasil kesepakatan Pemerintah dan Dewan Perwakilan Rakyat dalam
pembahasan Rancangan Undang-Undang tentang APBN/Rancangan
Undang-Undang tentang APBN-Perubahan;

6) standar biaya; dan

7) kebijakan pemerintah.

Ketentuan lebih lanjut mengenai Rencana Kerja Anggaran diatur

dengan Peraturan Menteri yang mengatur mengenai Rencana Kerja

Anggaran Kementerian.

d. Perjanjian Kinerja
Perjanjian Kinerja adalah lembar/dokumen yang berisikan
penugasan dari Unit/satuan yang lebih tinggi kepada yang lebih rendah
untuk melaksanakan program/kegiatan yang disertai dengan Indikator
Kinerja. Perjanjian Kinerja berisi SS, IKU dan Target yang menjadi
tanggungjawab pimpinan Unit Organisasi yang bersangkutan. Melalui
Perjanjian Kinerja, terwujudlah komitmen penerima amanah dan

kesepakatan antara penerima dan pemberi amanah atas kinerja terukur
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tertentu berdasarkan tugas, fungsi, dan wewenang serta sumber daya

yang tersedia. Kinerja yang disepakati tidak dibatasi pada Kinerja yang

dihasilkan atas kegiatan tahun bersangkutan, tetapi termasuk Kinerja

(outcome) yang seharusnya terwujud akibat kegiatan tahun-tahun

sebelumnya.

Lebih lanjut tentang penyusunan Perjanjian Kinerja, format
Perjanjian Kinerja, waktu penyusunan, perubahan Perjanjian Kinerja,
dan pihak yang menyusun diatur dalam Peraturan Menteri
Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53
Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan
Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.
Perjanjian Kinerja disusun dengan ketentuan sebagai berikut:

1) disusun cleh level O sampai dengan level IV;

2) disusun maksimal 1 bulan setelah dokumen anggaran ditetapkan,

3) disusun dengan mempertimbangkan ketentuan penyusunan Peta
Strategi, SS, IKU, Target IKU, IS serta arahan atasan;

4) penyusunan konsep Perjanjian Kinerja wajib memperhatikan hasil
evaluasi capaian Kinerja tahun sebelumnya dan Target tahun
berjalan;

5) pemilik Perjanjian Kinerja dan atasan langsung menandatangani
Perjanjian Kinerja sebanyak 2 rangkap. Setiap atasan langsung
bertanggung jawab untuk memastikan telah ditandatanganinya
Perjanjian Kinerja bawahan;

6) rangkap pertama Perjanjian Kinerja yang telah ditandatangani
disimpan oleh pemilik Perjanjian Kinerja, sedangan rangkap kedua
disampaikan kepada pengelola Kinerja Organisasi cg atasan
langsung;

7) Perjanjian Kinerja yang telah ditandatangani ditempatkan dalam
media khusus dan diletakkan di lokasi yang mudah terlihat cleh
Pemilik Perjanjian Kinerja; dan

8) dokumen  Perjanjian Kinerja yang telah  ditandatangani
dipublikasikan di situs resmi Unit kerja.

Perjanjian Kinerja dapat direvisi atau disesuaikan dalam hal
terjadi kondisi sebagai berikut:

1) terjadi pergantian atau mutasi pejabat;

2) perubahan dalam strategi yang mempengaruhi pencapaian tujuan

dan sasaran (perubahan program, kegiatan, dan alokasi anggaran);
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3) perubahan prioritas atau asumsi yang berakibat secara signifikan
dalam proses pencapaian tujuan dan sasaran; atau
4) perubahan Organisasi yang mempengaruhi pencapaian tujuan dan
sasaran (perubahan program, kegiatan, dan alokasi anggaran).
Format Perjanjian Kinerja Menteri Kelautan dan Perikanan (Level 0)

sebagaimana Tabel 5.

Tabel S.
Format Perjanjian Kinerja Menteri Kelautan dan Perikanan (Level 0)

a. Perjanjian Kinerja

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2017
KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif,
transparan, akuntabel dan berorientasi pada hasil, kami yang bertanda
tangan di bawah ini :

Nama e
Jabatan : Menteri Kelautan dan Perikanan

Berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran
perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah
seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan.

Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi
tanggung jawab kami.

Menteri Kelautan dan
Perikanan
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b. Lampiran Perjanjian Kinerja

PERJANJIAN KINERJA TAHUN .........
KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN

SASARAN STRATEGIS INDIKATOR KINERJA TARGET

STAKEHOLDER PERSPECTIVE
1|

CUSTOMER PERSPECTIVE
2.

ds
t
INTERNAL PROCESS PERSPECTIVE

LEARN AND GROWTH PERSFPECTIVE

NO. PROGRAM ANGGARAN (Rp.)

Total Anggaran Kementerian Kelautan dan

Perikanan Tahun ........

Menteri Kelautan dan
Perikanan

www.peraturan.go.id
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Perjanjian Kinerja ditetapkan dengan mekanisme sebagai berikut:

1) Perjanjian Kinerja Level 1

2018, No.190

Mekanisme penetapan Perjanjian Kinerja Pimpinan Unit kerja level 1

adalah sebagai berikut:

a) perkiraan Target capaian TKU secara periodik oleh masing-

masing Pengelola Kinerja Organisasi pada unit kerja level I,

disampaikan kepada Sckretaris Jenderal c.gqg Kepala Biro

Perencanaan;

b) Seckretaris Jenderal c.g. Kepala Biro Perencanaan dapat

mengundang Pengelola Kinerja Organisasi dalam rangka

membahas Target IKU sebagai isi Perjanjian Kinerja Unit kerja

level I;

c) Sekretaris Jenderal c.q. Kepala Biro Perencanaan memfasilitasi

proses penentuan IKU dan Target capaian para Pimpinan Unit

kerja level T dengan Menteri Kelautan dan Perikanan; dan

d) Perjanjian Kinerja disepakati dan ditandatangani oleh Menteri

Kelautan dan Perikanan dan Pimpinan Unit kerja level I yang

bersangkutan.

Format Perjanjian Kinerja Direktur Jenderal/Kepala Badan/Inspektur

Jenderal/Sekretaris Jenderal (Level 1) sebagaimana Tabel 6.
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Tabel 6.
Format Perjanjian Kinerja Direktur Jenderal/Kepala
Jenderal/ Sekretaris Jenderal (Level 1)

Badan/Inspektur

a. Perjanjian Kinerja

)

KEMENTERIAN KELAUTAN
DAN PERIKANAN
REPUBLIK INDONESIA

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 20...
DITJEN/BADAN ....

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif,
transparan, akuntabel dan berorientasi pada hasil, kami yang bertanda
tangan di bawah ini :

Nama

Jabatan

Selanjutnya disebut Pihak Kesatu
Nama @ v,
Jabatan : Menteri Kelautan dan Perikanan

Selaku atasan Pihak Kesatu, selanjutnya disebut Pihak Kedua

Pihak Kesatu berjanji akan
sesuai lampiran perjanjian
jangka menengah seperti
perencanaan. Keberhasilan

mewujudkan target kinerja yang seharusnya
ini, dalam rangka mencapai target kinerja
yang telah ditetapkan dalam dokumen
dan kegagalan pencapaian target kinerja

tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak Kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan
melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan

mengambil
penghargaan dan sanksi.

tindakan yang diperlukan dalam

rangka pemberian

Jakarta,  ........... 20..
Pihak Kedua Pihak Kesatu
Menteri Kelautan dan Direktur Jenderal/Kepala
Perikanan Badan
............ (Nama)............. cvieveec (Nama)...oonn
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b. Lampiran Perjanjian Kinerja

PERJANJIAN KINERJA TAHUN .........
DITJEN/BADAN ........cccc.....

SASARAN STRATEGIS INDIKATOR KINERJA TARGET

STAKEHOLDER PERSPECTIVE
1]

CUSTOMER PERSPECTIVE
2.

dst
INTERNAL PROCESS PERSPECTIVE

LEARN AND GROWTH PERSFPECTIVE

Program D eeierinetesernteniens
Jumlah Anggaran Tahun 20.... ¢ .ccccoverececnncnens

NO. KEGIATAN ANGGARAN (Rp.)

1.
2.
3.
4.
dst

Total Anggaran Ditjen/Badan Tahun ........

Jakarta,  ........... 20..
Pihak Kedua Pihak Kesatu
Menteri Kelautan dan Direktur Jenderal/Kepala
Perikanan Badan
............ (Nama).............. vevveee(Nama)..ooveinne,

2) Perjanjian Kinerja level I, III, IV, dan V

www.peraturan.go.id
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Mekanisme penectapan Perjanjian Kinerja Pimpinan Unit kerja
level 11, level III, level TV, dan level V mengacu pada mekanisme
sebagaimana dimaksud angka 1) serta diatur dan ditetapkan oleh
masing-masing Unit kerja level I terkait.

Format Perjanjian Kinerja Level II, Level IlI, dan Level IV
sebagaimana Tabel 7 sampai dengan Tabel 8. Sedangkan bagi
perjanjian  kinerja Dana  Dekonsentrasi/Tugas Pembantuan

sebagaimana tercantum dalam Tabel 9.
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Tabel 7.

Format Perjanjian Kinerja Level 11

a. Perjanjian Kinerja

KOP UNIT KERJA ESELON 1

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 20....
veeee. (NAMA UNIT KERJA).........

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang
efektif, transparan, akuntabel, dan berorientasi pada hasil, kami yang
bertanda tangan di bawah ini :

Nama D evreseerennsersnsenacnne

Jabatan D eeesestenrenacnnnaenes

Selanjutnya disebut Pihak Kesatu

Nama D evreseerennsersnsenacnne

Jabatan D eeesesienrenacnnnacnes

Selaku atasan Pihak Kesatu, selanjutnya disebut Pihak Kedua

Pihak Kesatu berjanji akan mewujudkan target Kkinerja yang
secharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai
target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam
dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target
kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak Kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan
melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan
mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian
penghargaan dan sanksi.

No.190



2018, No.190 _40-

b. Lampiran Perjanjian Kinerja

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 20......
<eer..(NAMA UNIT KERJA).......

SASARAN STRATEGIS INDIKATOR KINERJA TARGET
STAKEHOLDER PERSPECTIVE

1| |

CUSTOMER PERSPECTIVE

2

dst

INTERNAL PROCESS PERSPECTIVE

LEARN AND GROWTH PERSPECTIVE

Kegiatan D eeierinetesernteniens
Jumlah Anggaran Tahun 20.... : ..ccccvnereecenrennens
Jakarta, ... 20..
Pihak Kedua Pihak Kesatu
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Tabel 8.

Format Perjanjian Kinerja Level III dan IV

a. Perjanjian Kinerja Level IIT dan IV

KOP UNIT KERJA ESELON 1

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 20....
vereer (NAMA UNIT KERJA).........

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif,
transparan, akuntabel, dan berorientasi pada hasil, kami yang bertanda
tangan di bawah ini :

Nama D evreseerennsersnsenacnne

Jabatan D eeesestenrenacnnnacnes

Selanjutnya disebut Pihak Kesatu

Nama D evreseerennsersnsenacnne

Jabatan D eeesestenrenacnnnacnes

Selaku atasan Pihak Kesatu, selanjutnya disebut Pihak Kedua

Pihak Kesatu berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya
sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja
jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen
perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja
tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak Kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan
melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan
mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian
penghargaan dan sanksi.
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b. Lampiran Perjanjian Kinerja Level II1

SASARAN STRATEGIS INDIKATOR KINERJA ‘ TARGET

LN =

o
w
-+

Kegiatan :
Jumlah Anggaran Tahun 20.... D eeersnnnisinsisnnnes

Jakarta, ... 20..

Pihak Kedua Pihak Kesatu

www.peraturan.go.id
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c. Lampiran Perjanjian Kinerja Level IV

2018, No.190

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 20......
....... (NAMA UNIT KERJA).......
SASARAN STRATEGIS INDIKATOR KINERJA TARGET
1.
2.
3.
dst
Jakarta,  ........... 20..
Pihak Kedua Pihak Kesatu
...... Jabatan........ ......Jabatan........

www.peraturan.go.id
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Tabel 9.
Format Perjanjian Kinerja Dana Dekonsentrasi/Tugas Pembantuan

A. Perjanjian Kinerja

LOGO
PROVINSI

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 20....
veeree. (NAMA UNIT KERJA).........

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang
efektif, transparan, akuntabel, dan berorientasi pada hasil, kami yang
bertanda tangan di bawah ini :

Nama ...

Jabatan : Kepala Dinas .... Provinsi ......

Selanjutnya disebut Pihak Kesatu

Nama ...

Jabatan : Direktur Jenderal ....................

Selaku atasan Pihak Kesatu, selanjutnya disebut Pihak Kedua

Pihak Kesatu berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya
sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka
menengah seperti vang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan.
Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi
tanggung jawab kami.

Pihak Kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan
melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan
mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan
dan sanksi.
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b. Lampiran Perjanjian Kinerja Dekon/Tugas Pembantuan

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 20......
DINAS..... PROVINSI.....

1

2.

3.
dst

Program T
Anggaran CRp

www.peraturan.go.id
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3) Batas waktu penetapan Perjanjian Kinerja
Konsep Perjanjian Kinerja yang akan ditandatangani harus
sudah disampaikan kepada pengelola Kinerja Organisasi paling
lambat 7 (tujuh) hari kerja sebelum batas waktu penetapan
Perjanjian Kinerja. Pengelola Kinerja Organisasi melakukan reviu
dan memberikan paraf konsep Perjanjian Kinerja paling lambat 1

(satu) hari kerja sebelum batas waktu penetapan Perjanjian Kinerja.

4) Dokumen lampiran Perjanjian Kinerja
Dokumen-dokumen yang menjadi Lampiran Perjanjian Kinerja
yang selanjutnya disebut sebagai dokumen Kontrak Kinerja disusun

dengan mengacu ketentuan sebagai berikut:

Perjanjian |Peta Strategi Rincian Rencana |Sasaran Kerja
Level LY Target . cn
Kinerja (Landscape) IKU* Aksi Pegawai
Level O A" A% v X X
Level I \Y \% v \% v
Level 11 A v Vv v v
Level 111 \Y X \ X \
Level IV \Y X v X v
UJFU/JFT X X X X %
Keterangan:
v =Menyusun dan melampirkan pada Perjanjian Kinerja
X =Tidak Menyusun
* = Disusun Target Triwulan (TW) 1, Tw 2, Semester 1, Tw 3, sd Tw

3, Tw 4, Tahunan
** = Dalam bentuk print out dari aplikasi SKP
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Tabel 10.
Format Rincian Target IKU

RINCIAN TARGET INDIKATOR KINERJA
DIREKTUR JENDERAL/KEPALA BADAN .......
KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN

20....
Target
No. SS/IKU Twl | Tw2 | Sm 1| Tw3 TS‘;ls Tw 4 | Sm 2 | Tahun
1. Nama SS 1
a. Nama IKU 1
b. Nama IKU 2
c. Nama IKU 3
2. | Nama SS 2
a.Nama IKU 4
b.Nama IKU 5
c. Nama IKU 6
Jakarta, ........ 20
Nama Jabatan
Nama Pejabat
NIP. x000¢
KETERANGAN:
Terdapat 3 pola akumulasi perhitungan target atau realisasi IKU secara periodik, yaitu :
a. Rata-rata

e

Contoh : Tingkat Keberhasilan pengawasan di wilayah perbatasan.
Twl, Twl, Tw3, Tw4 = capaian saat Tw 1, Tw 2, Tw 3, Tw 4

Smt 1 = (Twl+Tw2)/2

s.d Tw3 = [Tw1+Tw2+Tw3)/3

Y = (Twl+Tw2+Tw3+Tw4)/4
. Posisi Akhir

Contoh: Nilai kinerja anggaran, PDB
Twl, Twl, Tw3, Tw4 = capaian saat Tw 1, Tw 2, Tw 3, Tw 4

Smt 1 = capaian Tw2
s.d Tw3 = capaian Tw3
Y = capaian Tw4
Akumulasi

Contoh: Produksi Perikanan

Twl, Twl, Tw3, Tw4 = capaian saat Twl, Tw2, Tw3, Tw4
Smt 1 =Twl + Tw2

s.d Tw3 = Smtl+Tw3

Y = s.d Tw3+ Twdscc
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Sub tim verifikasi kinerja di tingkat unit kerja level I dan tingkat

Kementerian melakukan pengecekan kesesuaian format dan verifikasi

kelengkapan dckumen kontrak kinerja sebelum disampaikan kepada

pimpinan unit kerja level diatasnya.

e. Rencana Aksi

Rencana aksi merupakan dokumen yang berisi rencana kegiatan

untuk mencapai Target, yang akan dilaksanakan dalam setiap tahapan

waktu disertai dengan indikasi biaya pelaksanaan kegiatan. Rencana

aksi bersifat spesifik dan berjumlah lebih dari satu.

Kriteria Rencana Aksi:

1)
2)

3)

1)

disusun oleh level 0 sampai dengan level 11 Kementerian;

disusun maksimal 1 (satu) bulan setelah dokumen Perjanjian
Kinerja ditetapkan;

memuat S8, IKU, Sub Oufput/Komponen/Sub Komponen
pendukung pencapaian IKU, pagu anggaran, satuan, Target Sub
Output/ Komponen/Sub Komponen dan Target waktu pelaksanaan;
memuat Data Sub Output/Komponen/Sub Komponen dan Pagu
anggaran mengacu pada RKA-KL tahun berjalan yang telah di
sahkan;

Rencana aksi hanya disusun pada perspektif internal process dan
perspektif learning and growth;

wajib memperhatikan hasil evaluasi rencana aksi periode
sebelumnya dan Target IKU dan Target Sub Output/komponen/Sub
Komponen tahun berjalan;

ditandatangani oleh pemilik Rencana Aksi sebanyak 2 rangkap;
rangkap pertama disimpan oleh pemilik Rencana Aksi, sedangkan
rangkap kedua disampaikan kepada pengelola Kinerja Organisasi
c.q. atasan langsung; dan

rencana aksi dapat direvisi sesuai hasil evaluasi yang dilaksanakan

secara periodik.

Mekanisme penyusunan Rencana Aksi:

menetapkan tujuan yang jelas;
menyusun kegiatan atau langkah-langkah spesifik untuk
menyelesaikan tujuan secara berurutan;

mengalokasikan tanggal/waktu pelaksanaan (buat timeline);
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4) mengalokasikan sumber daya yang ada (sumber daya manusia atau
anggaran); dan
5) menetapkan Rencana Aksi.

Bentuk dan format rencana aksi sebagaimana tercantum dalam Tabel 11.
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DIREKTORAT JENDERAL/BADAN/INSPEKTORAT JENDERAL .......oooooviiiiinnnnns

KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN

1 [ Terwujudnya.... Nilai RB
lingup ..

an
Dokumen RB

Jakarta, ...
.....(Jabatan Pimpinan unit kerja/satuan
kerja)...

www.peraturan.go.id
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2. Pengukuran Kinerja
Pengukuran Kinerja dilaksanakan setiap bulan/triwulan/semester/
tahun sesuai tipe IKU. Setiap IKU memiliki cara dan periode pengukuran
yang berbeda, yang dituangkan dalam Manual IKU. Tujuan pengukuran
Kinerja adalah menentukan tingkat kemajuan dalam meraih tujuan sebagai
bahan evaluasi untuk meningkatkan Kinerja. Beberapa hal yang harus
diperhatikan dalam pengukuran Kinerja yaitu:
a. Prinsip Pengukuran Kinerja:
1) Pengukuran Kinerja dilakukan secara periodik;
2) Pengukuran Kinerja dilakukan dari bawah ke atas (level IV sampai ke
level 0); dan
3) Pencapaian Kinerja atasan merupakan akumulasi/rata-rata/
kontribusi/adopsi langsung dari pencapaian Kinerja bawahannya.
b. Syarat Pengukuran Kinerja:
1) terdapat Perjanjian Kinerja;
2) terdapat rincian Target Indikator Kinerja;
3) rencana aksi atas Perjanjian Kinerja;
4) manual pengukuran dan pengumpulan data IKU; dan
S) dukungan sistem informasi.
c. Manual IKU
Pengukuran capaian Kinerja untuk setiap IKU berpedoman pada
Manual IKU. Manual IKU berisi informasi karakteristik IKU, definisi dan
cara pengukuran, agar tidak terjadi perbedaan pendapat dalam
merencanakan, mengukur, mengevaluasi dan menganalisa IKU dan
capaiannya. Manual TKU meliputi:
1) komponen nama IKU;
2)  kode IKU;
3) definisi;
4) formula perhitungan;
9) satuan pengukuran;
6) jenis aspek pada Target;
7) tingkat validitas IKU;
8) penanggung jawab;
9) sumber dats;

10) status data;



2018, No.190

-50-

11) jenis konsolidasi, yang menunjukkan pola akumulasi perhitungan
target atau realisasi IKU secara periodik, terdiri atas akumulasi,
rata-rata, dan posisi akhir;

12) metode cascading;

13) klasifikasi;

14) periode pelaporan;

15) Tabel data; dan

16) diagram alur input, proses, dan output.

Format dan Contoh manual IKU sebagaimana tercantum dalam Tabel 12

dan Tabel 13.
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Tabel 12.
Format Manual IKU

MANUAL IKU DIREKTORAT /PUSAT...........
DIREKTORAT JENDERAL/ BADAN ...........

KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN

Perspektif
Sasaran Strategis
Indikator Kinerja

Utama

Deskripsi IKU

Satuan Pengukuran

Jenis Aspek Target
pada SKP
Tingkat Validitas IKU

Unit/Pihak Penanggung
jawab IKU

Sumber Data

Status Data

Jenis Perhitungan Data

Metode cascading

Polarisasi

Periode Pelaporan

(Diisi nama perspektif Balanced Scorecard di mana Indikator
Kinerja Tersebut berada. Hanya diisi oleh pemilik peta strategi)

(Diisi kode Sasaran Strategis yang diikuti nama Sasaran
Strategisnya)

(Diisi kode Indikator Kinerja Utama yang diikuti nama Indikator
Kinerja Utamanya)

Definisi

(Diisi uraian mengenai IKU)
Formula

(Diisi Formula perhitungan [KU)

(Diisi unit pengukuran yang digunakan untuk menunjukkan
kuantitas Indikater Kinerja, misal %, Rp, USD, Ton, Orang, Unit,
dst.)

(Pilih salah satu dari empat kriteria:
1) Kuantitas/output; 2) Kualitas/mutu ; 3) Waktu ; 4) Biaya)

(Pilih salah satu dari empat jenis validasi: 1) Lead input; 2) Lead
Proses; 3) Lag Output; 4) Lag Outcome)

(Tuliskan unit yang bertanggung jawab terhadap pencapaian IKU.
Apabila IKU tidak di cascade, maka penanggung jawab [KU adalah
unit/individu yang bersangkutan)

(Tuliskan nama dokumen dan/atau pihak penyedia data yang
diperlukan untuk penghitungan capaian IKU)

(pilih salah satu dari kriteria yang menunjukkan status
pengeolahan data: 1) Raw data- bila menggunakan data yang tidak
diolah; 2) hasil perhitungan raw data- bila data diolah

(Pilih salah satu dari kriteria yang menunjukkan pola
penetapan/perhitungan angka capaian: 1) Akumulasi; 2) Rata-
rata, 3) Nilai Posisi Akhir)

Pilih salah satu dari 4 kriteria yang menunjukkan cara IKU di
cascading ke level bawahnya : (1) Adopsi langsung; 2)
Dipersempit; 3) Komponen Pembentuk, 4) Tidak diturunkan.

Pilih salah satu dari tiga kriteria yang menunjukkan ekspektasi
arah nilai capaian IKU: 1) Maximize = Semakin tinggi, makin baik;
2) Minimize = Makin rendah, makin baik; 3) Stabilize = Makin
stabil, makin baik

Pilih salah satu dari empat periode pengukuran dan pelaporan : (1)
Bulanan; (2) Triwulanan; (3) semesteran; (4) tahunan

2018, No.190

Tabel Data:
Realisasi Target Realisasi Target Target Target
Tahun Tahun Tahun Tahun Tahun Tahun
X-2 X-1 X-1 X X+1 X+2
XXX XXX XXX XXX XXX XXX
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Tabel 13.
Contoh Manual IKU

MAKUAL IKU LEVEL @
REMENTERIAN KELAUTAN DAK

PERIKANAN

PRRSPRKTIF

SASARAN STRATEGIS (55) Terwujudnya pengelolaan SDKP yang partisipatd, bertanggurgjawah, dan
berkelanjutan

[NDIEATOR KINERJA UTAMA [TKL) Pradukesi Perikanan
DESKRIPE] I

DEFINIS

* Perspektif B @ jumlah hasil produksi perikanan bodidaya yang dihasilkan oleh seluruh kabupaten/kota meliputi; perikanan @war,
payay, dam laut [termasuk rumput laut). Catatan: jumlah produksi perilcanan budidaya ini yang dihasilkan di masyarakat (baik yang
dananya berasal dari DJPE maupun sumber lain di loar EKP). Pormat peryajian disajikan perjenis badidaya (Tawar, Payau, Laut)
dan perkomoditas perprovins.

* Perspektif PT : jumlah produksi yang berasal dari produks: pesikanan tangkap {laut dan perairan umam) di seburub provinsi di
Indonesia.

FORMULA

Prodperivanan = Proder + Prodes

Keterangan:
Prodis: Produksi Perikanan Tangkap
Frodis: Produlkesi Perikanan Budida

SATUAN PENGUKURAX

JENIS ASPEK TARGET PADA SEP [ %] Buantitas [ ) Kualitas/ Mutu [ ) Walcta [ ) Biaya
Qutput

d. Tahapan Pengukuran
Pengukuran capaian Indikator Kinerja dan Rencana Aksi

dilakukan secara berjenjang dengan tahapan sebagai berikut:

1) Melakukan perhitungan data mentah (Raw Data)
Data mentah realisasi merupakan sekumpulan data mentah
perhitungan atas objek yang diukur dalam satuan pengukuran IKU.
Data tersebut diolah untuk memperoleh data realisasi IKU sesuai
formula dalam manual IKU.
Misalnya, “IKU persentase pegawai yang memenuhi standar jam

latihan” memiliki data mentah:

www.peraturan.go.id
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Tabel 14.
Contoh Raw Data
Level Pegawai Standar Jumlah Pegawai yang
Jam latihan| Pegawai |memenuhi standar

Eselon I 15 jam 1 orang 1 orang
Eselen 1T 15 jam 8 orang 8 orang
Eselon 1T 30 jam 32 orang 25 orang
Eselon IV 30 jam 60 orang 40 orang
Pejabat fungsional 40 jam 19 orang 15 orang
Pelaksana 30 jam 80 orang 30 orang
Total 200 orang 119 orang

Menghitung Realisasi IKU
Realisasi IKU merupakan hasil perhitungan data mentah

berdasarkan formula dalam manual IKU. Penghitungan realisasi IKU

harus mempertimbangkan:

a) periode perhitungan IKU (bulan/triwulan/semester/tahun);

b) konsolidasi capaian (akumulasi/rata-rata/posisi akhir); dan

c) apabila periode pelaporan IKU belum jatuh tempo atau data
realisasinya belum tersedia pada periode tersebut, maka
realisasi IKU dianggap tidak tersedia (n/a), bukan diberikan nilai
0 (nol). Dalam pelaporan, hal ini harus disertai dengan
penjelasan.

Contoh:

IKU ‘persentase pegawai yang memenuhi standar jam

latihan®, memiliki formula dalam manual IKU sebagai berikut:

(X pegawai yang memenuhi standar Jam latihan / £ Pegawai) x
100%

Sesuai data mentah, maka realisasi IKU = (119/200) x 100% = 59,5%.

Mengalikan dengan bobot validitas TKU, dengan ketentuan secbagai

berikut:
Tabel 15.
Bobot Validitas IKU
Input 0,1
Lead Proses 0,2
Output 0,3
Lag Outcome 0,4

Contoh, jika IKU bersifat Lead Proses, maka hasil realisasi KU
dikalikan 0,2.

2018, No.190
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Mernazukkan data realizazi IO dan dokwnen pendukungnya pada

Sietem Aplikazi Pengelolaan Hinerja [Ainerak kkp.gaid).

Atazan langzung deri zetiap lewvel melakulkzan validazi data untuk

memastiltan bahwa data yang diinput:

al walid, yakni dinkur mengsunaktan alat ukur yang tepat yaknd
gezuai dengan manual IHIT;

b| relable, yakni meszkipun diuvkuw berulang-ulang hazilnya tetap
kon=izten; dan

c] ohyektif, vakni bebasz dari intsrvenszifkepentingan.

Sub titn verifiltazi Kinerja di tinglat lewel T dan tinglsat Kementerian

melaktukan werifikazi data, informasi dan kelsnghkapan dokumen

pendultung hasil pengulruran kinerja zeenai dengan Manual IK1L

Menghitung capaian Nilai Kinerja Perszpelktf [NEF] dan Nilai

Peticap aian Sazaran Strategies (NP3 NEFP dan NP22 diberi hobot

yang sama rata [masing-maszing 25%), dan pengukuran dilaliukan

zecatra betjenjang
Hibi

KU man = HILG | KHERLA
_— PECPELTI — BEFS FEKTIF
Niki STLEHILOEA STH KEHOILDEF: [WEFS]
1)
Hibi
KU o HILE | KHERLA
wini e r o PERSPEHI'I;I‘IFCLIS'I'DM! K
L NiLa |
Hibi
LT man= HIL | KHERIA
Wik PERCFETI Mot —3%  RERIREKTIF MTERUMAL
races FRACESS |MKPIF]

HILA | ENERLA
PERSPE KTIFLEA RS
ANE SROMTH [MKPLE)

zan =
PEASPEATIF LEATANE  —
AT ST

Gambar 12,

Tahapan perhitungan Nilai Kinetrja Pergpeletif [MEP] dan Nilai Pencapaian

)

9]
1q]

Sazaran Strategiz [NPES3)

Metyres uadtan makeitnum pencapaian. Milad maleinumn pencapaiat
adalah 120% [untulz menghind ari KPI gaming).

Mengarsipkan Data dan delwnen pendukung capaian kinetja.
Hepala Birof Beloetariz Direlctorat Jenderal menyampailtan zeluruh
hazil penguluran unit kerja di tingleat kementerian dan unit kerja
level I kepada maszing-maszing pimpinan unit kerja dibawahnya

paling laambat 5 hari getelah periode triwulanan/ tahunan berakhir,
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3. Pelaporan Kinerja
Laporan Kinerja merupakan bentuk akuntabilitas dari pelaksanaan
tugas dan fungsi yang dipercayakan kepada setiap unit kerja di
Kementerian atas penggunaan anggaran untuk mencapai Target Kinerja
yvang telah ditetapkan dalam Perjanjian Kinerja. Laporan Kinerja disusun
periodik baik triwulanan (LKj Interim) dan tahunan (LKj Tahunan). Hal
terpenting yang diperlukan dalam penyusunan laporan Kinerja adalah
pengukuran Kinerja, evaluasi, serta pengungkapan (disclosure) secara
memadai terhadap hasil capaian Target Kinerja.
Pelaporan Kinerja dilaksanakan dengan tujuan:
a. memberikan informasi kinerja yang terukur kepada pemberi mandat atas
Kinerja yang telah dan seharusnya dicapai; dan
b. sebagai upaya perbaikan berkesinambungan untuk meningkatkan
Kinerja.
Pelaporan dilakukan menggunakan metode bottom-up. Data dipercleh
dari Unit terbawah lalu dikumpulkan di Unit di atasnya. Data capaian (dan
Target) disampaikan secara lengkap disertai dokumen data dukung yang

dibuat secara terpisah dari laporannya, sebagaimana diagram berikut:

MINGGU 1l INGGU IV NGGU V-V1/ 1,5
BULAN

|

SaLtfer -+- i E !

t N\t |

TARGETC. .)ZAPA'{N ‘\ A [ __.?J
ESELON | Soae R P |

U4
(LEVEL )" . N4
TARGE CAPATANe == b Reviu
ESELON I ol ttien
(LEVEL 1) j ===
APATAN 4
ESELON I 4

rd

Laporan

mmmma C2paian Kinerja
(LEVEL V) N
Gambar 13.
Proses Pengukuran dan Pelaporan Kinerja

TARG

Dokumen laporan Kinerja terdiri dari Laporan Kinerja Interim (LKj
Interim) dan Laporan Kinerja Tahunan (LKj Tahunan). LKj Interim
merupakan laporan atas Kinerja triwulanan sedangkan Laporan Kinerja
tahunan merupakan laporan atas Kinerja dalam jangka waktu 1 (satu)

tahun dan disusun setelah tahun anggaran berakhir.
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Penyusunan LKj disusun dengan mengacu ketentuan sebagai berikut:

Level Triwulanan Lkj Tahunan
LCK Lkj Interim
v v
Level O X (1,5 bulan setelah triwalan | (1,5 bulan setelah Tahun
berakhir) Anggaran berakhir)
v
Level I X ( 1 bulan setelah triwulan (1 bulan setelah Tahun
berakhir) Anggaran berakhir)
v v
Level II X [3 minggu setelah triwulan [3 minggu setelah Tahun
be ra.khir} Anggaran berakhir)
Mandiri : X Mandiri - ¢ Mandiri : ¥
Level III ( 2 Minggu setelah [2 minggu setelah Tahun
Non Mandiri - ¢ triwulan berakhir) Anggaran berakhir)
(3 minggu setelah Non Mandiri : X
triwulan berakhir) Non Mandiri : X
4
Level IV ( 1 minggu setelah X X
triwulan berakhir)
Format LKJ (terlampin Permen PAN-RB

a. Untuk Laporan Capaian Kinerja dan Laporan Kinerja Interim serta
Laporan Kinerja Tahunan level II dan III yang telah ditandatangani,
selanjutnya di sampaikan melalui media penyimpanan online yang
ditentukan; dan

b. Untuk Laporan Kinerja tahunan level I dan level 0 yang telah
ditandatangani, selanjutnya di publikasikan secara online melalui

website/laman resmi Kementerian Kelautan dan Perikanan.

4. Evaluasi Kinerja

Evaluasi merupakan kegiatan untuk mengetahui apakah tujuan yang
telah ditetapkan dapat dicapai dan sesuai dengan rencana, serta untuk
mengetahui dampak dari pencapaian tujuan tersebut. Evaluasi berguna
bagi pengambil keputusan untuk menetapkan apakah Kkegiatan akan
dihentikan, diperbaiki, dimodifikasi, diperluas, atau ditingkatkan. Evaluasi
harus dilakukan secara terus menerus.

Evaluasi Kinerja dilakukan dengan ketentuan:

a. evaluasi dilakukan secara berkala, sekurang-kurangnya satu kali dalam
satu tahun;

b. evaluasi dilaksanakan untuk menilai efektivitas Unit kerja (Organisasi)

dalam pencapaian Kinerjanya;
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c. evaluasi untuk level I dan II serta Unit kerja mandiri, dilakukan oleh
Inspektorat Jenderal sedangkan evaluasi untuk level III sampai dengan
level V dilakukan oleh sub Tim Evaluasi Kinerja di masing-masing unit
kerja level I; dan

d. ketentuan teknis evaluasi diatur dalam Peraturan Menteri
Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birckrasi Nomor 12
Tahun 2015 tentang Pedoman Evaluasi atas Implementasi Sistem
Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (Berita Negara Republik
Indonesia Tahun 2015 Nomor 986) serta Peraturan terkait pada level

Kementerian.

Evaluasi Kinerja dilakukan atas:
a. Bvaluasi atas Pelaksanaan Program dan kegiatan

Evaluasi atas pelaksanaan program dan kegiatan dilakukan
dengan cara membandingkan Target program dan kegiatan dengan
realisasi yang dilengkapi dengan informasi capaian atau ketidakcapaian
atas Target program dan kegiatan yang telah ditetapkan.

Laporan evaluasi atas pelaksanaan program dan Kkegiatan
disusun oleh masing-masing Unit kerja level T dan disampaikan paling
lambat 2 {(dua) bulan setelah tahun anggaran berakhir.

Laporan evaluasi program dan kegiatan memuat sekurang-
kurangnya informasi tentang:

1) Target program dan kegiatan pada tahun berjalan;

2) capaian program dan kegiatan yang dilengkapi dengan data
pendukung;

3) anggaran dalam rangka pelaksanaan program dan kegiatan;

4) analisa keberhasilan atau kegagalan program dan kegiatan; dan

95) rekomendasi tindak lanjut yang harus dilakukan untuk periode
berikutnya.

b. Evaluasi atas Rencana Aksi

Evaluasi atas rencana aksi dilakukan dengan cara
membandingkan Target rencana aksi dengan realisasi yang dilengkapi
dengan informasi capaian atau ketidakcapaian atas Target rencana aksi
yang telah ditetapkan.

Laporan evaluasi atas rencana aksi disusun secara triwulanan

oleh masing-masing Unit kerja level I dan disampaikan ke Sekretariat
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Jenderal c.q. Biro Perencanaan, paling lambat 2 (dua) minggu setelah
triwulanan berakhir.

Laporan evaluasi rencana aksi menggunakan format yang diatur
oleh Biro Perencanaan sebagaimana terlampir, dan sekurang-
kurangnya memuat informasi tentang:

1) S8, Indikator Kinerja, dan kegiatan,;

2) Target rencana aksi pada setiap kegiatan tahun berjalan secara
bulanan;

3) capaian rencana aksi bulanan; dan

4) anggaran per masing-masing rencana aksi dalam rangka
pelaksanaan rencana aksi.

Format evaluasi rencana aksi sebagaimana tercantum dalam Tabel 16.
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Tabel 16.
EVALUASI RENCANA AKSI
DIREKTORAT JENDERAL/BADAN/INSPEKTORAT JENDERAL .....
KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN
TAHUN .........

1 | Nama S§

a Nama IKU
1) Keg. Pendukung 1
2) Keg. Pendukung 2
3) Keg. Pendukung 3
4) dst

Jakarta, ...............
..... (Jabatan Pimpinan unit kerja/satuan kerja)...

..... Nama ASN ......
NIP. xx¢xxxx

www.peraturan.go.id
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c. Evaluasi atas Implementasi SAKIP
Evaluasi atas implementasi SAKIP adalah aktivitas analisis yang
sistematis, pemberian nilai, atribut, apresiasi, dan pengenalan
permasalahan, serta pemberian solusi atas masalah yang ditemukan
untuk tujuan peningkatan akuntabilitas dan Kinerja Kementerian.
Kegiatan pelaksanaan evaluasi SAKIP meliputi beberapa tahap,
yaitu:
1) Pengumpulan, analisis, dan interpretasi data

Kegiatan utama dalam pelaksanaan evaluasi adalah
pengumpulan dan analisis data serta menginterpretasikan hasilnya.
Hal ini sesuai dengan tujuan evaluasi atas implementasi SAKIP, yaitu
untuk memberikan keyakinan bahwa evaluasi yang dilakukan oleh
instansi/Unit kerja telah memadai dan memberikan saran atau
rekomendasi guna peningkatan akuntabilitas kinerja.

Ketersediaan data sebagai bahan evaluasi sangat membantu
evaluator dalam menjalankan tugas. Namun, dalam kenyataannya
dapat terjadi data yang diperlukan oleh evaluator tidak seluruhnya
tersedia di instansi/Unit kerja yang dievaluasi. Dengan kata lain,
evaluator harus melakukan kerja ekstra untuk memperoleh data
yang diperlukan. Apabila hal ini terjadi, evaluator harus pandai
menggunakan waktu agar tidak terfokus pada satu kegiatan,
sehingga kegiatan yang lain yang diperlukan tidak dilaksanakan.

2) Penyusunan draft Laporan Hasil Evaluasi (LHE)

Penyusunan draft LHE biasanya dilakukan oleh ketua tim
evaluasi. Sebelum menyusun draft LHE evaluator, pengendali teknis,
pegendali mutu, dan penanggung jawab evaluasi telah menyetujui
permasalahan yang dipercleh tim.

3) Pembahasan dan reviu draft LHE

Meskipun sebelum penyusunan draft LHE telah diadakan
pertemuan antara pihak yang terlibat dalam tim evaluasi dengan
pihak yang dievaluasi, dalam penerapannya sering terjadi
pembahasan draft LHE secara bersama.

4) Finalisasi LHE

Finalisasi LHE merupakan tahap akhir dalam penulisan

laporan. Hal ini dilakukan setelah adanya reviu dari pihak-pihak

yvang berwenang terhadap draft LHE yang telah disusun sebelumnya.
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5) Penyebaran dan Pengomunikasian LHE
Penyebaran LHE sebaiknya dilakukan secara langsung dengan
mengomunikasikan hal-hal yang penting dan mendesak. Untuk
mendapatkan respon atau tindakan dari para pengambil keputusan
pada instansi/Unit kerja yang dievaluasi.
d.Penghargaan dan Teguran atas hasil evaluasi

Penghargaan dan teguran atas hasil evaluasi dilakukan pada
tingkat Organisasi dengan didasarkan pada Nilai Pencapaian Sasaran
Strategis (NPSS) yang dilaporan dalam Sistem Aplikasi Pengelolaan
Kinerja. Mekanisme pemberian penghargaan dan teguran atas evaluasi
Kinerja Organisasi dilakukan melalui penyampaian secara berjenjang
dan tertulis oleh setiap level Unit kerja:

1) memberikan penghargaan (reward) kepada seluruh Unit kerja yang
memiliki pencapaian NPSS >90 disertai ucapan terima kasih dan
harapan agar mempertahankan atau bahkan meningkatkan
kinerjanya di tahun berjalan; dan

2) memberikan teguran (punishment) kepada seluruh Unit kerja yang
memiliki pencapaian NPSS <90 disertai arahan agar memperbaiki
proses pelaksanaan program dan anggaran schingga pencapaian
kinerja di tahun berjalan dapat ditingkatkan.

Sedangkan mekanisme pemberian penghargaan dan teguran
atas evaluasi Kinerja Organisasi dalam bentuk penambahan dan
pengurangan tunjangan kinerja untuk seluruh pegawai pada masing-
masing level Organisasi akan diatur di dalam Peraturan Menteri
tersendiri.

Mekanisme pemberian penghargaan dan teguran dalam bentuk
lain seperti Diklat, perjalanan dinas, piagam penghargaan, dan lain-lain
diatur oleh kebijakan masing-masing unit kerja level L.

5. Capaian Kinerja
Pencapaian Kinerja (output dan outcome) dikatakan telah tercapai
dengan baik apabila:
a. Target dapat dicapai;
b. capaian kinerja lebih baik dari tahun sebelumnya; dan
c. informasi mengenai Kinerja dapat diandalkan, yaitu apabila memenuhi
kriteria sebagai berikut:

1) diperoleh dari dasar perhitungan (formulasi) yang valid;
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2) dihasilkan dari sumber-sumber atau basis data yang dapat dipercaya
(kompeten);

3) dapat ditelusuri sumber datanya;

4) dapat diverifikasi; dan

5) merupakan informasi yang baru atau masih berlaku.

Selain capaian dari Indikator Kinerja, terdapat capaian Kinerja lain

yang dapat menggambarkan efektivitas pengelolaan Kinerja Organisasi,

yaitu:

a.

b.

Adanya Inisiatif dalam pemberantasan korupsi
Adanya upaya untuk menciptakan kondisi bebas korupsi di lingkungan
Organisasi, antara lain pembentukan Zona Integritas menuju Wilayah
Bebas Korupsi (WBK)/Wilayah Birckrasi Bersih dan Melayani (WBBM),
dan hasilnya telah diakui masyarakat.

Inovasi dalam manajemen Kinerja
Ditunjukkan dengan adanya inovasi yang membentuk Organisasi yang
berbasis Kinerja (performance baesd organization). Ditandai dengan
adanya Indikator Kinerja yang terukur pada setiap jenjang sampai
kepada individu, dilakukan pengukuran secara berkala, hasil
pengukuran dikaitkan dengan (ditindaklanjuti dengan) insentif/merit
sistem, dan terdapat upaya perbaikan atau konseling dalam rangka
penyempurnaan manajemen Kinerja.
Penghargaan lainnya
Diterimanya penghargaan atau pengakuan dari pihak atau lembaga

nasional maupun internasional atas Kinerja Organisasi.
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BAB 111
SISTEM APLIKASI PENGELOLAAN KINERJA

Pengelolaan Kinerja Kementerian didukung oleh sistem aplikasi berbasis
web yang dapat diakses melalui internet, yaitu kinerjaku. kkp.go.id. Aplikasi
pengelolaan Kinerja bertujuan untuk mempermudah dalam melakukan
penyusunan Perjanjian Kinerja, penilaian, monitoring, evaluasi, dan pelaporan
Kinerja. Sistem aplikasi pengelolaan kinerja disiapkan dan dikelola cleh
Sekretariat Jenderal.

A. Prosedur Perekaman
1. Perencanaan

Data dan informasi perencanaan diinput berdasarkan Kontrak Kinerja

yang telah ditetapkan, yang meliputi:

a. Sasaran Strategis

SS diinput dengan memperhatikan SS atasan langsungnya dan
perspektif pada peta strategi Unit kerja tersebut.

b. Indikator Kinerja

Indikator Kinerja diinput dengan memperhatikan matriks cascading
Unit kerja di level tersebut, yang meliputi IKU atasan, frekuensi, jenis
perhitungan, validasi, polaritas, definisi IKU, cara perhitungan, dan
sumber data sesuai manual IKUnya.

c. Rencana Aksi

Unit kerja yang diwajibkan untuk menginput rencana aksi hanya di

level 2, dengan memperhatikan hal-hal berikut:

1) rencana aksi hanya diinput pada indikator di perspektif Internal
Process dan Learning and Growth,

2) kegiatan yang diinput di setiap IKU merupakan komponen/sub
komponen; dan

3) rencana aksi kegiatan diukur secara bulanan.

d. Target
Target diinput dengan memperhatikan besaran dan satuan Target
pada perjanjian Kinerja, {frekuensi data (bulanan/triwulanan/

semesteran/tahunan), serta jenis perhitungan.
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Pengukuran

Data dan informasi pengukuran diinput berdasarkan matriks realisasi

secara bulanan/triwulanan/semesteran/tahunan. Dengan

memperhatikan hal berikut:

a. realisasi diinput secara bottom up dari level terendah sampai ke level
tertinggi;

b. untuk level Ill sampai level O sebelum input realisasi terlebih dahulu

dilakukan validasi terhadap realisasi level bawahannya.

. Pelaporan

Informasi capaian berupa narasi direkam ke dalam menu Laporan
Capaian Kinerja yang berisi:

a. isu utama dan implikasi;

b. akar masalah;

c. tindakan yang telah dilaksanakan;

d. rekomendasi rencana aksi;

€. penanggungjawab;

f. periode.

Laporan Capaian Kinerja hanya diinput oleh level I dan 1V, dan
dijadikan informasi dalam menyusun laporan Kinerja atasan
langsungnya. Format laporan laporan capaian kinerja (level III dan level

IV) sebagaimana tercantum dalam Tabel 17.
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Tabel 17.
Format Capaian Laporan Kinerja (Level 1l dan Level 1V)
LAPORAN CAPAIAN KINERJA
cemrerernenns [NAMA UNIT).0ovnneennnn
TRIWULAN .......... TAHUN ..0coin
Rekomendasi
No. SS/IKU Target Twi Tw2 Tw3 Twa Nilai . % Penjelasan Rencana Aksi Periode
1. Sasaran )
Strategis 1 ..
a. IKU 1 e O [T .- . .
a. F‘en_]elasan Capaian,
dan perbandingannya
dengan capaian tahun
sebelumnya, periode
pengukuran
sebelumnya, target
akhir tahun dan target
jangka menengah
b. Faktor yang,
mempengaruhi, akar
masalah dan
implikasinya:
b. IKU 2 asene srane wane asaee ane
Jakarta, ........ 20...
Nama Jabatan
Nama Pejabat
NIP. xxxx

www.peraturan.go.id
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4. Verifikasi

Verifikasi dilakukan disetiap level, dan di validasi oleh atasan langsung.
Atasan langsung wajib mengecek capaian Kinerja bawahannya dan
mem berikan:
a. persetujuan apabila hasil perekaman telah dinilai benar; atau
b. tidak memberikan persetujuan, apabila hasil perekaman dinilai

belum benar dan perlu diperbaiki.
Verifikasi sistem dipantau secara berkala setiap triwulan (setelah
bawahan telah melaporkan/menginput capaian di levelnya). Contoh
form-form verifikasi sebagaimana tercantum dalam Tabel 18 sampai
dengan Tabel 20.

Tabel 18.

Verifikasi Perencanaan Kinerja

FORM VERIFIKAS| PERENCANAAN KINERJA TAHUN ....
DIREKTORAT JENDERAL/ BADAN ......

Aspek : Perencanaan Kinerja
Level HYAVA VI
Unit Kerja

Kendlsl Saat (nl *
Belum

Verifikasl Sesuai/ Dalam Keterangan

sesual/

Sudah ada Proses B ety

A. Ketersediaan Dokumen
1 Unit kerja telah menyusun dokumen rencana strategis
tersendir?
2 Unit kerja telah menyusun dokumen Rencana Kerja
tahun berjalan
3 Unit kerja telah menyusun dokumen RKA-KL tahun
berjalan
4 |Unit kerja telah menyusun Perjanjian Kinerja (PK}
8 |Unit Kerja telah membuat Peta Strategis
9 Unit Kerja telah r b Matriks C; ding IKU
10 |Unit Kerja telah membuat Rincian Target IKU
11 |Unit Kerja telah membuat Inisiatif Strategis
12 |Unlt Kerja telah membuat Rencana Aksl
13 |Dokumen Renstra, Renja, RKA-KL dan PK telah dipublikasi
melalui situs resmi KKP/Eselon I/Eselon Il

B. K ian Format

1 Dokumen Renstra telah memuat sasaran yang dilengkapi
dengan indikatar kinerja
2 Dckumen Renstra telah sesual Permen Bappenas No. 5
tahun 2014 tentang Pedoman Penyusunan Rencana
Strategis Kementerlan/Lembaga (renstra-KL} 2015-2019
3  |Dokumen PK telah sesuai dengan Permen PAN No. 53
tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja,
Pelaporan Kinerja dan tata cara Reviu atas laporan
Kinerja Instansi Pemerintah
4 |sasaran telah berkualitas outcome atau output pentin,
bukan proses/keglatan
5 Indikator kiner]a sasaran dan hasil program {outcome)
telah memenuhi prinsip SMART-C
6 |Rencana Aksi atas Kinerja telah mencantumkan target
secara periodik atas kinerja
7 |Rencana Aksi atas kinerja telah mencantumkan sub
kegiatan/ komponen rinci setiap periode yang akan
dllakukan dalam rangka mencapal kinerja

Jakarta, ... 20
Verifikator
tid.
{ Nama Jelas )
NIP.

Keterangan :
*) Beri tandai () pada kolom :

- Sesuaifsudah ada : Jika format telah sesuai / dokumen telah tersedia

- Dalam Prases : Jika dokumen masih dalam proses penyusunan/format masih dalam proses penyesuaian

- Belum sesuai/belum ada : Jika format belum sesuai / dokumen belum tersedia

Form ini diserahkan kepada koordinator Sub Tim Verifikator paling lambat tanggal 28 Februar
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Tabel 19.
Verifikasi Pengukuran Kinerja

FORM VERIFIKAS| PENGUKURAN KINERJA TAHUN .....
DIREKTORAT JENDERAL/ BADAN ......

Aspek : Pengukuran Kinerja
Level BVAIVAIIVA '
Unit Kerja : .

Kondisi Saat ini
Belum

Verifikasi Sesuaif Dalam Keterangan

sesuaif

Sudah ada Proses belum ada

A. Ketersediaan Dokumen
1 |Unit Kerja telah membuat Manual IKU
2 |Manual IKU telah memuat mekanisme pengumpulan data kinerja
3 |IKU telah ditetapkan melalui Kep.Dirjen/Kepala
Badan/Setjen/Itjen
4 |IKU telah dipublikasikan
5 |Telah tersedia dokumen capaian renaksi secara berkala
{bulanan/triwulanan/tahunan}
6 |Telah tersedia print screen aplikasi kinerjaku - capaian Kinerja
secara berkala {bulanan/triwulanan/tahunan)

B. Kesesuaian Format
1 |Dokumen Manual IKU telah sesuai format yang ditetapkan pada
Pedoman Pengelolaan Kinerja KKP
IKU Unit Kerja merupakan breakdown dari IKU atasannya
3 |IKU Mewakili {representatif) kinerja (sasaran) atau kondisi yang
akan diwujudkan
Pengisian capaian renaksi dilakukan tepat waktu
5 |Pengisian capaian kinerja dilakukan tepat waktu
6 |terdapat alur penjenjangan kinerja yang jelas mulai dari
pimpinan sampai dengan staf operasional (individu})
7 |IKU sudah dibagi habis

~

~

Jakarta, . 20

Verifikator
tid.
( Nama Jelas )
NIP.

Keterangan :
*) Beri tandai {«) pada kolom :

- Sesuai/sudah ada : Jika format telah sesuai / dokumen telah tersedia

- Dalam Proses : Jika dokumen masih dalam proses penyusunan/format masih dalam proses penyesuaian

- Belum sesuai/belum ada : Jika format belum sesuai / dokumen belum tersedia

Form ini diserahkan kepada koordinator Sub Tim Verifikator paling lambat Minggu ke Il bulan April, Juli, Oktober dan Januari tahun berikutnya
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Tabel 20.

Form Verifikasi Pelaporan dan Evaluasi Kinerja

FORM VERIFIKASI PELAPORAN DAN EVALUASI| KINERJA TAHUN ......
DIREKTORAT JENDERAL/ BADAN ......
Aspek : Pelaporan dan Evaluasi
Level YA VANV
Unit Kerja : .ooweseema:
Kondisl Saat Ink
Verifikasl Sesual/ Dalam lm Keterangan
Sudah ada Proses g=ial]
belum ada
A. Ketersediaan Dok
1 |Unit kerja telah menyusun Laporan Kinerja {Lkj) Tahunan
2 |Unit Kerja telah menyusun Laporan Kinerja (LKj) Triwulan |
3  |Unit Kerja telah menyusun Laporan Kinerja (LKj) Triwulan Il
4 |Unit Kerja telah menyusun Laporan Kinerja (LK) Triwulan Il
5 |Dokumen pendukung untuk setiap IKU dalam LKj tahun telah
lengkap
Unit Kerja telah menyusun Dokumen Evaluasi Rencana Aksi
6 |Unit kerJa telah menyusun Laporan Evaluasl Program Eselon |
7 |Dokumen pendukung untuk Laporan Evaluasi Program telah
lengkap
8 |[Telah tersedia dokumen pelaksanaan Rewerd and
Punishment
9 |Hasll evaluasl telah disampalkan dan dikomunikasikan kepada
pihak-pihak yang berkepentingan
B. Ki Format
¥ 1. |Format Laporan kinerja telah sesuai dengan Permen PAN RB
No. 9 tahun 2015 tentang Pedoman Penyusunan Laporan
Kinerja Pemerintah Pusat
72 Laporan Kinerja menyajikan informasi pencapaian sasaran
vang berorientasi outcome
¥ 3. |Laporan Kinerja menyajikan informasi mengenai kinerja yang
telah diperjanjikan
4 |Laporan Kinerja menyajikan pembandingan data kinerja yang
memadal antara reallsasi tahun inl dengan realisasi tahun
sebelumnya dan pembandingan lain yang diperlukan
5 |Laporan Kinerja menyajikan informasi keuangan yang terkait
dengan ian kinerja instansi
6 |Dokumen Evaluasi Rencana Aksi telah memberikan alternatif
perbalkan yang dapat dilaksanakan
7 |Dokumen Evaluasi Program telah memberikan rekomendasi-
rekomendasi perbaikan perencanaan kinerja yang dapat
dilaksanakan
Jakarta, ..o.oerreesemrmcsnnn. 200
Verlfikator
ttd.
{ Nama Jelas }
NIP.
Keterangan :
*) Beri tandai {v) pada kolom :
- Sesuaifsudah ada = Ilka format telah sesual / dokumen telah tersedia
- Dalam Proses : Jika dokumen masih dalam proses penyusunan/format masih dalam proses penyesuaian
- Belum sesuai/belum ada : Jika format belum sesuai / dokumen belum tersedia
Form ini diserahkan kepada kaordinator Sub Tim Verifikator paling lambat Minggu ke VI bulan April, Juli, Oktaber dan Januari tahun berikutnya
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5. Upload Dokumen
Dokumen yang telah ditetapkan yang diwajibkan untuk diupload ke
dalam sistem meliputi: Renstra, Perjanjian Kinerja, Renja, Laporan
Kinerja, Manual IKU. Selain upload dokumen Kinerja, upload data
dukung untuk setiap capaian IKU dapat dilakukan ke dalam sistem, dan
disesuaikan dengan frekuensi capaian IKU tersebut.

B. Outputyang Dihasilkan oleh Aplikasi
Adapun output yang dihasilkan aplikasi paling sedikit meliputi:
1. Nilai Pencapaian Sasaran Strategis (NPSS) Organisasi; dan

2. Nilai Pencapaian Indikater Kinerja Utama (IKU) Organisasi.

Persentase pencapaian Kinerja untuk setiap IKU dan SS pada aplikasi
kinerja sebagaimana Tabel 21.

Tabel 21.
Klasifikasi Pewarnaan Capaian Berdasarkan Status Kinerja

No. Warna Persentase Pencapaian Kinerja
1. |HIJAU . BAIK (skor 2 100)
2. | KUNING HATI-HATI (80 < Skor < 100)

3. | MERAH BURUK (Skor < 80)

4. | PUTIH O BELUM ADA SKOR

C. Ketentuan Lain dalam Penggunaan Aplikasi

1. terkait dengan butir A., pengelola Kinerja Organisasi berdasarkan
perintah dari pejabat pemilik Peta Strategi dapat mewakili pejabat
tersebut untuk melakukan perekaman persetujuan atau tidak
memberikan persetujuan atas hasil perckaman dimaksud sesuai
arahan.

2. apabila pelaksanaan ketentuan dalam Keputusan Menteri Kelautan dan
Perikanan ini belum didukung atau diakomodasi oleh sistem aplikasi
atau terdapat kekeliruan dalam hasil keluaran sistem aplikasi, maka
pengelolaan Kinerja dapat dilakukan dengan cara lain atau secara
manual sesuai petunjuk dari Tim Pengelola Kinerja Kementerian.

3. Teknis penggunaan aplikasi diatur lebih lanjut dalam Panduan

Aplikasi Pengelolaan Kinerja.
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BAB IV
PENUTUP

Pedoman pengelolaan Kinerja agar menjadi pedoman seluruh Unit kerja
dan individu di Kementerian sehingga dapat meningkatkan keberhasilan
pencapaian perencanaan strategis dan menjadikan Kementerian instansi yang
efisien, efektif, dan akuntabel. Pedoman ini akan terus dievaluasi untuk
mengakomodir setiap perkembangan dan dinamika dalam penerapannya
dengan tetap berpedoman pada peraturan perundang-undangan yang

mengatur tentang pengelolaan Kinerja di instansi pemerintah.

MENTERI KELAUTAN DAN PERIKANAN
REPUBLIK INDONESIA,

ttd

SUSI PUDJIASTUTI



